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RINGKASAN

Mekanisme Pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
Pensiunan PT.Pos Indonesia (Persero) Tbhk. Kantor Cabang Jember, Umi
Hamidatul Ghofaroh, 030903101069, 2006.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara gaggtsesar disamping
penerimaan-penerimaan negara yang lain. Salahpsgéik yang harus dibayarkan
Wajib Pajak ke kas negara adalah Pajak Penghasiiargna sudah diatur dalam
Undang-undang Perpajakan no. 16 perubahan kedsidatlang-undang no. 6 tahun
1983 yang terakhir diubah dengan Undang-undand.é&aeahun 2000, dimana setiap
Wajib Pajak orang pribadi dalam negara sehubungamgah pekerjaan, jasa dan
kegiatan diwajibkan atas gaji itu untuk dikenakamaR Penghasilan (khususnya
pasal 21). Tujuan penulis adalah untuk mengetahekavisme Pemotongan, dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PendfinaRos Indonesia (Persero)
Tbk. Kantor Cabang Jember.

Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atasupan digunakan 2
(dua) cara, yang pertama penghitungan pemotonghrPB®al 21 atas uang Pensiun
yang dibayarkan secara berkala (bulanan) dan yadgadilakukan secara bulanan
pada tahun kedua dan seterusnya. Laporan magaditpikukan di PT. Pos Indonesia
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember mulai tanggala2uari 2006 s/d 23 Februari
2006, dan objek yang diambil adalah Pajak PengiraBidsal 21 atas Pensiunan.

Kesimpulan yang Penulis dapat dari hasil Laporan ddalah bahwa
Mekanisme Penyampaian Pajak Penghasilan Pasala2lPansiunan di PT. Pos
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember suamk, karena dalam
melaksanakan penyetoran , pelaporan pajaknya tmlakah terlambat, hal ini
dilaksanakan guna menghindari kesulitan dan dewadg yikenakan jika terlambat

melakukan penyetoran dan pelaporan pajak pada KBetayanan Pajak.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlagdstus-menerus dan
berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkakesejahteraan rakyat baik
material maupun spiritual (Waluyo, 2000:2). Untulpdt merealisasikan tujuan
tersebut perlu banyak memperhatikan masalah peadomigyembangunan.

Kegiatan pembangunan yang dilakukan bangsa kitalaladaisaha
pembangunan yang telah di gariskan oleh Undang+tunpdaasar 1945 vyaitu
mewujudkan rakyat adil dan makmur serta agendamefs yang dilakukan oleh
pemerintah guna mewujudkan pemerataan pendapigatmga.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian wetgsa atau negara
dalam biaya pembangunan yaitu menggali sumber gang berasal dari dalam
negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk memb@gmbangunan yang berguna
bagi kepentingan bersama.

Banyak pengertian tentang pajak dan ahli-ahlipuryak yang berbeda dalam
menafsirkan tentang pajak itu sendiri. Salah shliuparpajakan yang mendefinisikan
pajak adalah Djajadiningrat (dalam Munawir, 1999R3jak adalah “sebagai suatau
kewajiban menyerahkan sebagian dari kekeyaan kenkgara disebabkan suatu
keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikamikdn tertentu tetapi bukan
sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetagk@merintah serta dapat
dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik degara secara langsung untuk
memelihara kesejahteraan umum”. Pemerintah memupgidk terutama atau
semata-mata untuk membiayai pengeluaran-pengelyaaraik bersifat rutin
maupun untuk pembangunan. Fungsi pajak dalam paoekian suatu negara adalah
dua macam yaitu fungsi budgeter dan fungsi regiengsi budgeter adalah suatu
fungsi pajak sebagai alat untuk mendapatkan peilghdsagi negara, biasanya dari

fungsi ini akan dikeluarkan suatu aturan yang kestu akhir meningkatkan



penerimaan pajak. Fungsi reguler adalah fungsikpsgdpagai alat untuk mengatur
atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dattandsosial dan ekonomi.

Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan susobgber keuangan
untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluargamber keuangan dapat
berupa gaji, upah atau laba dari usahanya. Sedargkg suatu negara, sumber
keuangan yang utama selain MIGAS adalah Pajak Rietnibusi. Ada berbagai
sumber penghasilan suatu negara antara lain : &akagplam, laba perusahaan,
royalti, restribusi, kontribusi, bea, cukai, demdgak.

Saat ini pajak merupakan kontributor terbesar Aaggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) yang berarti perannya sarmgsar bagi kelangsungan
pembangunan bangsa. Untuk meningkatkan penerimegak, miperlukan perangkat
hukum yang mengatur “ Perpajakan “ terhadap rakiyensip yang utama adalah
adanya keadilan pengenaan pajak. Keadilan akamap@rgika adanya kepastian
undang-undang pajak.

Pajak dikenakan bagi seluruh warga negara Indongsy berdasarkan
ketentuan dan undang-undang yang berlaku dan [istedorikan sebagai subyek
pajak. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengenaanbtgrggemerintah membuat
kebijakan yang mencakup undang-undang serta pamaparaturan dan ketentuan
lain yang sifatnya mengikat guna menjamin kepagtigcum.

Berbagai upaya telah dilakukan baik Ekstensifikamupun Intensifikasi
pajak. Intensifikasi pajak adalah perubahan dalahang perpajakan yang berasal
dari dalam perangkat perpajakan itu sendiri. Sepeehingkatan tarif pajak.
Sedangkan Ekstensifikasi Pajak adalah perubahgrajp&an yang bersifat meluas,
seperti peluasan obyek dan subyek pajak. Dengamyadaistem ini dapat
merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jgvespajakan dalam
masyarakat. Sedang pemerintah dalam hal ini, apsegiajakan (fiskus) hanya
melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasaadaphpelaksanaan kewajiban

perpajakan tersebut berdasarkan ketentuan Perundaaggan yang berlaku.



Perubahan sistem perpajakan yang ada dilakukanddgrayakan supaya
sistem perpajakan kita mendukung tercapainya taligettujuan mulia dari pajak itu
sendiri yaitu pemerataan pendapatan dan menguratmggkat konsumsi rakyat
indonesia yang tinggi.

Pemerintah memungut pajak terhadap semua sektdapisan ekonomi yang
strategis sehingga akan mendukung tercapainyantujaa bangsa kita. Ada banyak
macamnya pajak mulai dari pengenaannya terhadaghpsilan, terhadap kenaikan
jasa dan kegunaan dan barang mewah serta masiakidagi macamnya.

Salah satu contohnya adalah pengenaan pajak patsiumen. Karena
penghasilan yang diterima oleh pensiun merupakarmghzesilan yang dikenakan
pajak oleh pemerintah serta dipandang merupakam &gy strategis untuk
pencapaian tingkat penerimaan pendapatan negaratorKabayar tempat
membayarkan dan pensiun harus memotong terlebib daha pensiun dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku. PT. Pos Indan@Zrsero) Kantor Cabang
Jember selain sebagai organisasi besar yang melegtmtuhan masyarakat , juga
mempunyai kewajiban mentaati peraturan untuk membgajak tepat pada
waktunya. Oleh karena itu dengan di keluarkannypuiiesan Direktur Jenderal
Pajak yang baru ini, tentunya bagi para wajib pajak pemotong pajak dapat
melakukan kewajibannya secara benar sebagai wajgllk plan/ atau, pemotong pajak
penghasilan atas pembayaran gaji, upah, honoradamlainnya sehubungan dengan
pekerjaan atas jasa pribadi.

Sehubungan dengan keputusan Direktur Jenderabk P&§o. KEP
545/PJ.1/2000, PT. Pos berkewajiban melaksanakaghgangan , pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan phsahg karyawan / karyawati, PPh
Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25. Pelaksarpajagan atas pajak Penghasilan
Pasal 21 diatur dalam Undang-Undang nomor 7 taB88 $ebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 28@@mng Pajak Penghasilan.

Kantor Pos Jember telah lama bekerjasama dengaa plansiun untuk

membayarkan dana pensiun kepada para pensiunamball ini kantor bayar dana



pensiun adalah Kantor Pos Jember dimana merupakain satu kantor bayar dana

pensiun dari sekian banyak kantor bayar dana pensiu

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa pajak mgmpparanan yang
sangat penting dalam pembangunan yang sedang khlalaleh negara kita. Dengan
ditetapkannya Undang-Undang No. 17 tahun 200@tgniPajak Penghasilan sebagai
salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatanmandga sektor pajak. Dengan
tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakargy yhanut secara Universal yaitu
keadilan, kemudahan/ efisiensi administrasi, pragitks penerimaan negara dan
tetap mempertahankan systeelf assessmenDiharapkan penerimaan negara dari
sektor pajak dari tahun ke tahun semakin meninglatgingat selama ini negara kita
membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk memftasilirakyat agar bisa hidup
dengan selayaknya, dan itu semua tidak akan tertamaa adanya kerjasama yang
baik antar komponen masyarakat.

Penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan mkaig&enghasilan Kena

Pajak dengan Tarif Pajak. Penghasilan Kena Pajallalaghenghasilan netto dikurangi
dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dilek@m cakupan Pajak
Penghasilan Pasal 21 sangat banyak, maka penbilis tertarik untuk mengangkat
judul laporan akhir tentang PPh Pasal 21 atas ®essj oleh karena itu
permasalahan laporan dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana “Mekanisme Pemotongan, dan Pelaporak Pejaghasilan Pasal

21 atas Pensiunan PT. Pos Indonesia (PerseroXabkor Cabang Jember” ?



1.3. Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)
1.3.1Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.

Ingin mengetahui penerapan teori yang diperoletbatigku kuliah, dalam
praktek atau proses penerapan sebenarnya di peamsah

Ingin melihat secara jelas praktek perpajakan ydogmar-benar terjadi
khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penstemmasuk tata cara

pemotongan, penyetoran dan pelaporannya.

1.3.2Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.

Sebagai pengalaman dan bekal di masa mendatanggikaterjun di tempat
kerja dalam permasalahan yang serupa.

Untuk mendapatkan keterampilan yang tidak didapatkdangku kuliah.
Menambah wawasan tentang perpajakan yang ada diPB3. Indonesia
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember.

Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikam gtagram Diploma I
Perpajakan Universitas Jember guna memperoleh ééllarMadya (A..Md)

Perpajakan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Umum Paj ak

Definisi Pajak menurut beberapa ahli:
a. Menurut Hamdan Aini (1985:3)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dikeklsyang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peratutangan tidak mendapat
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk gamg gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungadetugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.

b. Menurut Rochmat Soemitialambuku Mardiasmo (2003:1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara bekdasandang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapattifabal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untukibagar pengeluaran umum.

c. Menurut Brotodiharjo, (1984 : 4)

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak ddehterhutang kepada
penguasa (menenurut norma-norma yang ditetapkaarsseemum), tanpa ada
kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untukton@pengeluaran umum.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkhahwa pajak mempunyai
unsure-unsur :

a. luran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. luesseltut berupa uang
(bukan barang)

b. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuataangnthdang serta aturan
pelaksanaannya

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara ysecara langsung dapat
ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditkikein adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.



d.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, iygkengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2 Dasar Hukum Pajak

Beberapa pengertian menurut UU no. 16 tahun 20@@rig Ketentuan umum

dan Tatacara Perpajakan:

a.

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badamgyaenurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukatuk melakukan

kewajiban perpajakan , termasuk pemungutan pajakk gemotongan pajak
tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yangpakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukamhauyang meliputi

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persémoarya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalamukeapapun, Firma,

Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, pgrkian, yayasan, organisasi
masa, organisasi sosial politik, atau organisasigysejenis, lembaga, Bentuk
Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Adalah suatu sarana administrasi perpajakan yaperglinakan sebagai tanda

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya samgadel (satu) bulan

takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan deng@putusan Menteri
Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahunitakscuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tdakwim. Jika
menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahunntakwaka tahun pajak
adalah tahun dimana lebih dari enam bulan adaatidaja.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan d@phaubjek pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dakdmrt pajak atau dapat pula



dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagianmtg@ayak apabila kewajiban

pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tapajak.

. Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahismy@ yang menerima atau

memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukanasa lalu, termasuk

orang pribadi atau ahli warisan yang menerima TghnrHari Tua atau Jaminan

Hari Tua.

. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakyekerjaan berdasarkan

perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis puautidak tertulis, termasuk

yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeriBtédiN.

Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja gmamberi kerja, yang

menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah terteatara berkala, termasuk

anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengmmgssecara teratur dan
terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaamsskangsung.

Pegawai Lepas adalah orang pribadi yang bekerja paohberi kerja yang hanya

menerima imbalan apabila orang pribadi yang beta#ag bekerja.

. Surat Tagihan Pajak (STP)

Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sdalksi administrasi berupa

bunga dan atau denda.

Penerbitan STP:

STP dikeluarkan apabila:

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak ateank bayar

b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terd&e&urangan pembayaran
pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salahdit

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupaldelan atau bunga.

d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undaamg Pajak
Pertambahan Nilai 1984 tetapi tidak melaporkan &egi usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaia Rajak tetapi telah

membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukukkbagai Pengusaha



Kena Pajak tetapi tidak membuat atau tidak merggdengkapnya Faktur
Pajak.

f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaie Kajak tidak atau
membuat faktur pajak tidak tepat waktu atau tidadéngisi selengkapnya
faktur pajak.

Fungsi STP

a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang\8Rjib Pajak

b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa latagaenda

c. Alat untuk menagih pajak

Kekuatan Hukum STP

STP (Surat Tagihan Pajak) mempunyai kekuatan hukamg sama dengan surat

ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihanrpat flaga dilakukan dengan

surat paksa.

2.3 Fungsi, Syarat, Teori, dan Sistem yang Mendukung Pemungutan Pajak
2.3.1Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:1).Ada 2 (dua) fungsi pajak

. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untukbragan pengeluaran-
pengeluarannya.

. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksarnadajaksanaan pemerintah

dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.3.2Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan perlawanan, maka
pemungutan pajak harus memenuhi syarat. Menurutligs&mo (2003:2). Syarat

pemungutan pajak adalah:
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a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keaddadang-undang dan
pelaksanaan pemungutan harus adil.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undgaga(S uridis)

c. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasabgat 2. Hal ini memberikan
jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik hagara maupun warganya.

d. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiptoduksi maupun
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuakg@@omian masyarakat.

e. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat finansiil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajaishdapat ditekan sehingga
lebih rendah dari hasil pemungutannya.

f. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan neandorong
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakar8yarat ini telah dipenuhi
oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.3.3Teori-teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:3). Teori pemungutan pajdk 3 :

a. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda,hd&-hak rakyatnya. Oleh
karena itu rakyat harus membayar pajak yang diikanasebagai suatpremi
asuransikarena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan Keguantingan(misalnya
perlindungan) masing-masing orang. Semakin bdsgentingan seseorang
terhadap negara, makin tinggi pajak yang harusydiba
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c. Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beramnyaya pajak harus dibayar
sesuai dengardaya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul
digunakan 2 pendekatan yaitu:
1) Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghastan kekayaan yang
dimiliki oleh seseorang.
2) Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnyatiébbo materiil yang
harus dipenuhi.
2.3.4Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2003:7). Sistem pemungutan pagkk3 :
a. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewekapada pemerintah
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yangdegubleh Wajib Pajak .
b. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memmrxenang kepada Wajib
Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak tentang.
c. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membesiewang kepada pihak
ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yangsdmegkutan) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh \Wajik

2.4 Wajib, Subjek dan Objek Pajak
2.4.1Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yangunue ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan ditentukan untukkoiaa kewajiban perpajakan,
termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertent
2.4.2Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yapagtdiikenakan pajak.
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Tidak termasuk Subjek Pajak :

a. Badan perwakilan negara asing.

b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atalalpej lain dari negara
asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepadakmeang bekerja
pada dan bertempat tinggal bersama-sama merekzaregarat:

1) bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tekerima atau
memperoleh penghasilan lain di luar jabatannyadidhesia.
2) negara yang bersangkutan memberikan perlakuan ltimabk

c. Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dekputusan Menteri
Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desemlii94
sebagaimana telah diubah terakhir dengan KeputlMsamteri Keuangan
Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengjarat:

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untukmmpegoleh
penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjamapada
pemerintah yang dananya berasal dari iuran pargosag

d. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagana dimaksud dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/199Agtml 23
Desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan ukaputMenteri
Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998, dengan syarat:

1) Bukan warga negara Indonesia
2) Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan @hkerjaan lain
untuk memperoleh penghasilan di Indonesia
2.4.30Dbjek Pajak
Objek Pajak adalah bentuk kegiatan yang dilakukeh orang pribadi maupun
badan yang bisa menimbulkan utang pajak. Yang srkndalam objek pajak pusat
adalah:
a. Pajak Penghasilan
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan aeeng Mewah
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c. Pajak Bumi dan Bangunan

d. Bea Materai

2.5 Pajak Penghasilan
2.5.1Definisi PPh menurut Erly Suandi dalam bukunyBerpajakan” Pajak
Penghasilan
Adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang
diterima / diperolehnya dalam tahun pajak atau dapéa dikenakan pajak untuk
penghasilan dan bagian tahun pajak, apabila keaajgmjak subjeknya dimulai /
berakhir dalam tahun pajak.
2.5.2Dasar Hukum
Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalamggmiddang no 7. Tahun
1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dnalasiang No. 17 Tahun 2000.
Undang-undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tab8®4 dan merupakan
pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Petataft844, UU PBDR 1970.
2.5.3Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Penghasilan
a. Wajib pajak
Adalah orang pribadi atau badan yang telah memeetwajiban Subjektif dan
Objektif
b. Subjek Pajak Penghasilan
1) orang pribadi yang bertempat tinggal atau beradadtinesia ataupun diluar
Indonesia
2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuamggaatikan yang
berhak. Kewajiban subjektif warisan yang belum agrbdimulai pada saat
timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut demakthir pada saat warisan
tersebut selesai dibagi.
3) Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUBMMD dengan nama

dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, danasipe, persekutuan,
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perkumpulan, yayasan, organisasi massa, orgarosadispolitik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk Haduarya.
4) Bentuk Usaha Tetap
c. Objek Pajak Penghasilan
Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah pefighasPenghasilan yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterimpar{deh) wajib pajak, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Insiangang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajal ypersangkutan dengan

nama dan dalam bentuk apapun.

2.6 Pajak Penghasilan Pasal 21
2.6.1Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut Erly Suandy dalam bukunyBérpajakari
“Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak penghagdag dipungut sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakakdnWajib Pajak orang pribadi
adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upahpréwdum, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan pekerjaan atau jabatan das&egiatan”
2.6.2Dasar Hukum
Ketentuan PPh pasal 21 diatur dalam pasal 21 Undadgng Perpajakan
tahun 2000.
2.6.3Wajib, Subjek dan Objek PPh Pasal 21
a. Wajib Pajak PPh pasal 21
Wajib Pajak PPh pasal 21 adalah penerima penghagsilag dipotong PPh pasal
21 meliputi: Pejabat Negara, Pegawai Negeri SiBiN$), Pegawai, Pegawai
Tetap, Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Ndggawai Lepas, Penerima
Pensiun, Penerima Honorarium, Penerima Upabh.
b. Subjek PPh pasal 21
Subjek Pajak PPh pasal 21 adalah penerima pengmgsihg dipotong PPh pasal
21, terdiri dari:



1)

2)

3)
4)

5)
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1) Pegawai (termasuk Pegawai Negeri Sipil, Pegawapletan pegawai lepas
yang memperoleh penghasilan dari kerja secara lag¢rka

2) Penerima Pensiun

3) Penerima Honorarium

4) Penerima Upah

5) Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehulbudgagan pekerjaan,
jasa dan kegiatan dari pemotong pajak

Objek PPh pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secaasuteberupa gaji, uang pensiun

bulanan, upah, honorarium, (termasuk honorariungatagdewan komisaris atau

anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang leraang sokongan, uang

tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangaak, tunjangan kemabhalan,

tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjanganmggoat, tunjangan pajak,

tunjangan uang pensiun, tunjangan pendidikan aba&siswa, hadiah, premi

asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan peesiigim teratur lainnya dengan

nama apapun.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secarak tigeratur berupa jasa

produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya,dangpn tahun baru, bonus, premi

tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yanghgdaidak tetap dan biasanya

dibayarkan sekali dalam setahun.

Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan ugrahdman.

Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atgangan hari tua, uang

pesangon, dan pembayaran lain sejenis.

Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaaraderggna dan dalam bentuk

apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain aeladpalan sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakokaim Wajib Pajak dalam

negeri, terdiri dari:



6)

7)

8)

¢)
h)

)
)
k)
)
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Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, telatiri pengacara, akuntan,
arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, datuaris.

Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawakargnfilm, sutradara,
crew film,foto model, peragawan/ peragawati, pemarama, penari,
pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.

Olahragawan

Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, pengalnimoderator.
Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

Pemberi jasa dalam bidang tehnik, komputer danemistplikasinya,
telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasar

Agen iklan

Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pembea kapada suatu
kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tdapga lainnya dalam segala
bidang kegiatan.

Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.

Peserta perlombaan

Petugas penjaja barang dagangan

Petugas dinas luar asuransi

m) Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan

n)

Distributor perusahaamultilevel marketingataudirect sellingdan kegiatan

sejenis lainnya.

Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan laingyaerkait dengan gaji yang

diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.

Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yangng@daterkait dengan uang

pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk jatala duda dan atau anak-

anaknya.

Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan laideggan nama apapun yang
diberikan oleh bukan Wajib Pajak.



2.6.4Tarif Dasar Pengenaan PPh Pasal 21

17

Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkanReaghasilan Kena Pajak:

a. Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, PNS, Aaddol/Polri, pejabat negara

lainnya, Pegawai BUMN, dan BUMD, dan anggota dewamisaris, atau dewan

pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetapeadsahaan yang
b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara berkala.

c. Pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai.

sama.

d. Distributor perusahaamultilevel marketingatau direct selling dan kegiatan

sejenis lainnya.

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya merkatentuan

pasal 17

Undang-undang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajakgopribadi dalam negeri dan

bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Tarif pasal 17 untuk Wajib Pajak orarigguli dalam negeri

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF PAJAK
Sampai dengan Rp 25.000.000,00 5% (lima pergen)
Diatas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00 10% epu(sh
persen)

Diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,0¢ 158na (belas
persen)

Diatas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00 A8%a puluh
lima persen)

Diatas Rp 200.000.000,00 35% (tiga puluh
lima persen)

Sumber Data: Undang-undang Perpajakan tahun 2000
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Pengertian Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun :

a. Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, nmendgn memelihara
penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan lwetinggi-tingginya Rp
1.296.000,00 setahun atau Rp 108.000,00 sebulan

b. Biaya Pensiunan adalah biaya untuk mendapatkanagitendan memelihara
uang pensiunan yang besarnya 5% atau penghasilemb@rupa uang pensiunan
setinggi-tingginya Rp 432.000,00 setahun atau RPG®KO0 sebulan



BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sgarah Perkembangan Pos dan Giro Indonesia Pada Masa Orde Baru
3.1.1 Perkembangan Pos ( 4 Agustus 1966 s/d 28 Juli 1979

Keadaan Pos pada awal orde baru masih memprihatiRieandirian-pendirian
pos banyak yang tidak memenuhi dan juga banyak yaagih memakai ruangan
sewaan. Dengan demikian Dinas pos tidak dapat nrémabe pelayanan yang
memuaskan kepada masyarakat. Untuk meningkatkaygen maka sejak awal
orde baru melalui PELITA, pemerintah telah membandgmantor Pos dan Giro
menambahkan sarana alat angkut baik roda dua ataaga empat.

Disamping pembangunan sarana fisik dilakukan jugandplikan dan
ketrampilan melalui kursus-kursus dan pendidikéhaldm ataupun luar negeri.
Dengan usaha-usaha peningkatan sarana dan ketarppjawai maka angka-angka
produksi jasa Pos dan Giro menampakkan angka-dglakan.

3.1.2 Perkembangan Pos (28 Juli 1979 s/d sekarang)

Dibidang operasi Pos mulai dijajagi kemungkinanimroduksinya suatu
dinas baru yaitu: €lectronic mail‘, sedangkan dibidang pembangunan gedung akan
diusahakan oleh pemerintah, untuk membangun gddamgr Pos Pasar Baru.

Usaha-usaha memajukan perPos-an di Indonesia jigjskuthg dengan
dikeluarkannya beberapa undang-undang/Peraturarerigéam yang salah satunya
yaitu dalam Peraturan Pemerintah no.9 tahun 197&rtg PERUM Pos dan Giro
bagian ketiga pasal 5 ditetapkan tujuan PERUM Pars @iro sebagai berikut:”
Tujuan perusahaan adalah membangun, mengembangéan neengusahakan
pelayanan Pos dan Giro Pos guna mempertinggi kalanchubungan-hubungan
masyarakat untuk menunjang pembangunan negara dalagka meningkatkan

ketahanan nasional dan mencapai masyarakat admhdkemur”.
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3.1.3 Sejarah Berdirinya PT. Pos Indonesia (Persero) Kbktor Cabang Jember

Dengan semakin berkembangnya informasi mau tidak peanerintah harus
mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan bededradakan yaitu membuka
kantor pos di unit-unit daerah sehingga kebutuhasyarakat akan jasa Pos dan Giro
bisa terpenuhi dengan baik. Dengan demikian makk pahun 1873 kantor Pos
Jember didirikan sebagai langkah yang efektif danigu.

Pelayanan Pos diberikan oleh Jawatan PTT (Pos regletan Telepon) yang
tunduk pada ketentuan IBW. Dan setelah Indonesraeka dengan PP.no.240 tahun
1661 status PTT diubah menjadi PN.POSTEL. Usaharaegntuk mengubah status
perum Pos dan Giro harus melalui proses yang laanaydng tidak mudah, untuk
membuktikan bahwa kondisinya dapat di angkat d&ki Pos dan Giro. Dan pada
tahun 1965 berdasarkan PP. no 29 tahun 1965 narbanybah menjadi PN. Pos dan
Giro.

Pada awal masa Orde Baru P.N Pos dan Giro dibigksay pelayanannya
kepada masyarakat banyak mengalami kesulitan dawbdtan yang mempengaruhi
kualitas dan kuantitas yang dikehendaki pemaka gau konsumen. Maka untuk
meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha pemgdaraan jasa Pos dan Giro,
utamanya agar BUMN Pos dapat secara optimal meRk@aperanannya sebagai
pelaku pokok perekonomian nasional dengan PP.nahbint 1995, tanggal 27
Pebruari 1995 PERUM Pos dan Giro disesuaikan stggudengan nama PT. Pos
Indonesia (Persero) yang berlaku tanggal 20 Judb.1Bengan demikian namanya
berubah lagi menjadi PT.Pos Indonesia (Persero) Kaktor Pos Besar Jember.

3.2. Struktur Organisasi

Suatu perusahaan yang ingin berkembang pasti meiiart organisasi yang
bisa mengkoordinir semua kegiatan agar semua tuflaaipada perusahaan itu
sendiri bisa tercapai dengan cepat. Sebelum kitzidaga tentang organisasi, terlebih
dahulu kita harus mengetahui pengertian dari osgani Organisasi adalah kumpulan

2 (dua) orang atau lebih yang bekerjasama untulcapen tujuan yang didalamnya
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ada pembagian tugas dengan tujuan agar tidak opeinlg, dan dalam pembagian
tugas itu butuh pemimpin atau yang memerintah.

Setiap organisasi mempunyai bentuk dan sruktur niggai yang sesuai
dengan keadaan yang ada diperusahaan, dan kamgsaisasi merupakan wadah
dimana dilakukannya manajemen. Karena organisasritdari beberapa orang yang
mempunyai karakteristik atau perilaku yang berbedt@ka diperlukan adanya suatu
kerjasama antara pimpinan dan bawahan/ karyawan.

Organisasi mempunyai 2 (dua) fungsi utama yaitamis dan statis. Fungsi
organisasi dinamis meliputi kegiatan merumuskaragumelimpahkan wewenang,
serta menentukan hubungan kerjasama antara peamsayng satu dengan
perusahaan yang lainnya. Sedangkan fungsi stagjgnisiasi meliputi penentuan
stuktur sebagai wadah kegiatan dari individu-indliviiang sama untuk mencapai

tujuan yang telah disepakati.

Berikut merupakan struktur organisasi PT. Pos led@n (Persero) Thbk.

Kantor Cabang Jember:
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3.3 Personalia
3.3.1Jumlah Pegawai
PT. Pos Indonesia (Persero) Thk. Kantor Cabang demingga tahun 2005
memiliki pegawai sebanyak 115 (seratus lima betaahg. Dari 115 orang pegawai
tetap yang ada di kantor Pos terdiri dari : Kepgédator 1 orang, SDM & TSI 4
orang, Bagian loket sebanyak 11 orang untuk sip pag sip malam, bagian
PEMSAR 3 orang. Bagian Keuangan termasuk pensiSnarang, bagian UPL 2
orang, bagian Giro 3 orang, bagian Akuntansi 5 gréagian KTA 2 orang, bagian
ekspedisi 2 orang, bagian puri 2 orang, bagian tpdkerang, bagian peralatan 2
orang, bagian sarana 4 orang, bagian puri pagisorang, mandor 2 orang, bagian
pengantar 15 orang dan sisanya 6 orang dari enatork@os pembantu sedangkan
sisanya 32 orang dari kantor pos kecamatan.
3.3.2Tenaga Kerja
Pembagian Tugas dan Tanggungjawab
a. Tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor
1) Bertanggung jawab atas kelancaran operasional kBogJember
2) Mengatur SDM yang ada dikantor Pos Jember
b. Tugas dan tanggung jawab bagian Pemasaran
1) Tugas PEMSAR
a) Menggali potensi pasar yang ada di kantor Pos Jembe
b) Melakukan pembinaan terhadap pelanggan sehinggagus tidak akan
lari dari kantor Pos Jember terutama pelanggandckibrfperusahaan)
2) Tanggung jawab PEMSAR
Memberikan laporan kepada pimpinan PT. Pos JembkEmd memenuhi
target yang ditentukan oleh pihak PT. Pos agarrdgkan memperoleh

keuntungan yang semakin besar.
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c. Tugas dan tanggung jawab Manajer Keuangan
1) Tugas Manajer Keuangan
Mengatur lalu lintas dagang dari Kantor Pos ke Haarkk (BRI, BNI, LIPPO
BANK, BTPN, MANDIRI) atau sebaliknya.
2) Tanggung jawab Manajer Keuangan
a) Membuat buku masuk kas dan buku bank
b) Membuat buku hasil penjualan dan buku persediaadebmaterai, buku
akta agraria, dan benda pos serta filateli.
c) Membuat laporan masuk kas ke manajer pengolahaB&adung secara
on line
d) Membuat hasil penjualan dan persediaan benda posalfilateli, benda
materai, akta agraria ke menejer perangko dan aaB@andung dengan
tembusan Kawilpos VIl Surabaya
d. Tugas dan tangggung jawab Manajer Akuntansi
1) Tugas Manajer Akuntansi
Bertanggung jawab atas laporan-laporan akuntansarhanaupun bulanan
serta mengirimkan laporan-laporan bulanan kekamosat atau kantor
wilayah.
2) Tanggung jawab Manajer Akuntansi
a) Memeriksa neraca-neraca loket
b) Memeriksa buku perhitungan KPTB dan KPP
c) Menandatangani kwitansi-kwitansi pengeluaran agngsukan
e. Tugas dan Tangggung jawab Manajer SDM
1) Tugas Manajer SDM
Bertanggung jawab atas SDM dan sarana yang melipetigawasan,
pembinaan, pemeliharaan, sarana dalam rangka mam®BM yang handal
dan berdedikasi tinggi serta terpeliharanya sasmrey ada di kantor Pos

Jember.
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Tanggung jawab Manajer SDM

a) Berwenang membuat jadwal kegiatan organisasi (peide periodik,
pembinaan rohani atau jasmani)

b) Berwenang mengambil keputusan yang bersifat teknis

c) Menandatangani surat-surat keluar yang sifat déotjeermasalahannya
biasa

d) Atas nama kepala kantor Pos berwenang memberikesetpgian cuti

tahunan bagi pegawai golongan I/l (kecuali menejer

f. Tugas dan Tanggung jawab Manajer Pelayanan

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Wajib hadir 20 menit sebelum loket dibuka sertaapgltepat waktu sesuai
dengan ketentuan perusahaan

Mengaktifkan perangkat kerja manajer dan loketysaian

Mengambil data wesel pos terima dan pencetakaipitekasi harian
Menyimpan atau menyerahkan register berharga kabituhan pelayanan
Mengawasi kebutuhan register untuk kebutuhan layéoieet

Menjaga kelancaran pelayanan petugas loket

Menandatangani pekerjaan atau pemateraian ulang

Memeriksa naskah dan neraca pekerjaan loket

Memberi solusi dan keputusan untuk proses kelangakayanan pelanggan

10)Menetapkan proses pergantian petugas dan rollingkdi untuk kelancaran

pelayanan dan persetujuan pimpinan

11)Membuat pelaporan serta mengerjakan tugas untuktkiesn manajemen

g. Tugas dan Tanggung Jawab Manajer UPL

1)
2)

3)

Bertanggung jawab atas kelancaran tugas-tugasrbagigpelayanan luar
Mempertimbangkan dan menyetujui permintaan panjarjak KP IX/X
berdasarkan warkap-warkap yang akan dibayarkanatengemperhatikan
penerimaan

Memeriksa buku perhitungan penerimaan dan pengeludrerdasarkan

naskah-naskah pendukungnya
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5)
6)
7
8)
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Membuat dan mengirimkan surat perintah pemerikskaa kecil dan
pengosongan kas sesuai dengan kalender pemerixsaadik serta mencatat
hasil pemeriksaan pada buku pemeriksaan

Membukukan pendapatan paket pos ke KP IX/X ke d&é&niKa

Mencatat dan menyelesaikan uang yang masih dipedgkan ke IX/X
Menyelesaikan surat menyurat dari/untuk KP IX/X &antor lain

Membuat rencana laporan pemeriksaan periodik KX Ixtuk tahun yang

akan datang

. Tugas dan Tanggung Jawab Manajer Operasi

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7

8)

9)

Memeriksa dan menandatangani daftar hadir
Melaksanakan pengawasan uji coba terhadap kebesan@man surat pos
Bertanggung jawab atas penyimpanan cap tanggadpalgang plombir serta

penyerahan ke masing-masing bagian

Mengatur cuti pegawai di bagian operasional

Memeriksa dan mengirimkan EMS ke kantor pos Tukesk&rno-Hatta
Mencatat kedatangan dan keberangkatan alat anggosan

Mengawasi dan mengkoordinasi tentang pelaksanagas tudi bagian
operasional

Bertindak sebagai manajer pelayanan dan memerksaerima setoran dari

loket
Menerima dan menyimpan resime dari/untuk KPP/KPHE#gan N2 yang
bertalian

10)Membuat dan menjawab dari/ ke kantor lain

11)Bertanggung jawab penuh tentang keamanan dan pakes kerja

Tugas dan Tanggung Jawab Manajer Giro

1)
2)
3)
4)

Menguasai dan menyelesaikan peraturan dinas giraelapos
Memeriksa dan menandatangani nota pendapatan
Menyetujui pendebitan cek pos

Menjawab surat-menyurat di bagian dinas pos darmposk
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5) Membuat laporan bulanan saldo rekening dinas

6) Memeriksa laporan mingguan saldo rekening

7) Membuat daftar pengantar cek yang telah didebet

8) Mengerjakan giro dan kas negara yang membukukannya
Tugas dan Tanggung Jawab Manajer Antaran

1) Pengawasan pelaksanaan antaran

2) Pengaturan petugas antaran

3) Pembina, membina, dan mengarahkan para petugasgdinbantaran agar

bekerja penuh kesadaran, pengabdian dan tanggwal @alam pelaksanaan

tugas
4) Membuat surat periksa antaran
5) Merangkap dinas antaran selama berhalangan mastdx kedau cuti tahunan
6) Melaksanakan tugas yang dibebankan KAKP/PEMSAR
. Tugas dan Tanggung Jawab FP. Informatika
1) Technical Supponvasantara net
2) Maitenance LAN [(ocal Area Networkinternal pos Indonesia
3) Entrydata simwespos (sistem informasi manajemen wesgl po
4) Administrator wasantara net
5) Programer Aplikasi
6) MaintenanceVARPOSNET
Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Kantor Pos Cabang
1) Menerima kiriman dari publik, jenis-jenis kirimang
2) Penjualan benda pos perangko, sampul, materadgkaeia
3) Melayani penabungan atau pembayaran tabanas BTN
4) Menerima setoran giro, pajak
5) Membayar wesel pos elektronik atau nominal

6) Membuat perhitungan neraca
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3.3.3Jam Kerja

Pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Gald@mber membagi jam
kerja menjadi 2 (dua), yaitu sip pagi dan sip malamtuk sip pagi dimulai pukul
07:30- 17:00 WIB, untuk sip malam dimulai pukul Q0=21:00 WIB, dengan 6
(enam) hari kerja mulai hari senin sampai harisasain 1 (satu) hari libur yaitu hari

minggu.

3.4 Kegiatan Operasional

PT. Pos Indonesia (Persero) Tbhk. Kantor Cabang demd¢bagai salah satu
BUMN yang melayani kepentingan masyarakat khususdrityidang per-Pos an, tidak
hanya mengutamakan kepuasan masyarakat yang bagarbdengan pos tapi selain
itu pihak Pos juga melayani pembayaran rekeningijgelepon, pengambilan iuran
pensiun dan masih banyak lagi kegiatan operasiyarag ada di PT. Pos Indonesia
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember.

3.5 Produk-produk Kantor Pos
Dalam setiap kegiatannya PT. Pos Cabang Jembdu sekengutamakan
kepuasan para pelanggannya, ini dibuktikan dendanya berbagai produk yang ada
di kantor pos antara lain:
a. Weselpos Instan
Adalah weselpos dengan waktu tempuh dalam hiturdgik, yaitu diterima
dikantor tujuan dalam beberapa detik secara ondys¢em. Tarif Rp 20.000,00
(dengan PPN 10%)
b. Western-prima
Weselpos dengan waktu tempuhnya “same day delivggytu diterima dikantor
tujuan pada hari yang sama dengan hari pengirinegrigngan syarat:
1) Hanya dapat dikirim dari dan dialamatkan kekotaatimterdapat KPRK
2) Batas waktu pengiriman paling lambat jam 11.00 waltempat

3) Alamat penerima berada dalam kota kantor tujuan
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4) Jika diposkan setelah pukul 11.00 WIB, maka wagmguhnya adalah H+1

. Western Union

Adalah layanan kiriman uang keseluruh negara dengaktu tempuh dalam

hitungan menit. Merupakan keagenan dari WesterorJni

. SOPP-POS

Adalah layanan cepat, mudah dan praktis untuk mkkk pembayaran tegihan

rekening atau billing anda secara online di kapts.

. TELKOM

Adalah penerimaan pembayaran tagihan rekeningaelep
BAKRIE TELECOM (ESIA)

Adalah penerimaan pembayaran tagihan rekeningaelep

. RATRON SIMPATI

Adalah layanan surat dan pemberitaan singkat heréggpan/ pesan simpati

. SURATPOS BIASA

Adalah pengiriman pesan dan barang secara imptegiik semua lapisan
masyarakat
Karakteristik
1) Dimensi Berat: maksimum 2 kg
2) Dimensi Ukuran:
a) Bentuk Persegi : panjang, lebar dan tebal dijundah®0 mm. Ukuran
terbesar tidak lebih dari 600 mm.
b) Bentuk Gulungan : panjang ditambah 2x garis tengath0.40 mm.
Ukuran terbesar tidak lebih dari 900 mm.
3) Jaringan adalah lokal, regional dan nasional tagbat
4) Cara pelunasan. Untuk saat ini hanya dengan pevaigka-cara lain belum
ditetapkan
Keunggulan
Kemudahan akses dan jangkauan pelayanan/ dapatsdign dimana saja (bis

surat, dsb)
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SURATPOS TERCATAT
Adalah sarana pengiriman dokumen dan barang demgaan dan dalam
jangkauan terluas.
Karakteristik
1) Dimensi Berat : maksimum 2 kg
2) Dimensi Ukuran :
a) Bentuk Persegi : panjang, lebar, dan tebal dijukda®00 mm. Ukuran
terbesar tidak lebih dari 600 mm.
b) Bentuk Gulungan : Panjang ditambah 2x garis tengah.040 mm.
Ukuran terbesar tidak lebih dari 900 mm.
3) Jaringan adalah lokal,regional dan nasional tesbata
4) Cara pelunasan untuk saat ini hanya perangko,czaiealain belumditetapkan.
Keunggulan
Keamanan lebih terjamin karena jangkauan pelaygaag luas
SURATPOS KILAT
Adalah sarana pengiriman pesan dan barang secprasimdan cepat yang dapat
diposkan kapan saja dan dimana saja
Karakteristik
1) Dimensi Berat : maksimum 2 kg
2) Dimensi ukuran :
a) Bentuk Persegi : panjang, lebar dan tebal dijukdah®00 mm. Ukuran
terbesar tidak lebih dari 600
b) Bentuk gulungan : panjang ditambah 2x garis tergat040 mm. Ukuran
terbesar tidak tidak lebih dari 900 mm
3) Jaringan adalah lokal, regional dan nasional tagbat
4) Cara pelunasan , untuk saat ini hanya dengan pgeryangra-cara lain belum

ditetapkan
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Keunggulan
Kecepatan kiriman setara dengan layanan priorisd§H], kemudahan akses
pelayanan/ dapat diposkan dimana saja (bis swiay, d
. SURATPOS KILAT KHUSUS (SKH)
Adalah sarana pengiriman dokumen dan barang ddmegatig cepat dengan
jaringan terluas
Karakteristik
1) Dimensi Berat : maksimum 5 kg
2) Dimensi ukuran :
a) Bentuk Persegi : panjang, lebar dan tebal dijundah®0 mm. Ukuran
terbesar tidak lebih dari 600 mm.
b) Bentuk Gulungan : panjang ditambah 2x garis tengati.040 mm.
Ukuran terbesar tidak lebih dari 900 mm.
3) Jaringan adalah lokal, regional dan nasional tagbat
4) Cara pelunasan dengan uang tunai
Keunggulan
1) Kecepatan kiriman setara dengan layanan prioritas
2) Kemudahan akses (jaringan sangat luas)
3) Tersedia fasilitas asuransi
4) Jaminan ketepatan penyampaian kiriman (track &etrdengan barkode
system)
EXPRESS POST
Adalah layanan pengiriman dokumen dana barang eksgengan jangkauan
lebih dari 200 negara dengan fasilitas track &drac
Kararkteristik
1) Dimensi Berat: Tidak Terbatas
2) Jaringan adalah internasional (lebih dari 228 datbtns)

3) Cara pelunasan: Dengan uang tunai.
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Keunggulan

1) Tarif zona yang sederhana dan kompetetif

2) Dokumentasi sederhana

3) Tidak ada batasan berat

4) Tersedia fasilitas jejak — lacak kiriman (track Bade) yang dapat diakses
melalui internet selama 24 jam

5) Jaringan internasional yang luas (lebih dari 228atw di luar negeri)

6) Tersedia laynan kiriman satu malam (overnight seivi



BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Kegiatan yang dilakukan

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang diteraglkeh pihak Fakultas
merupakan salah satu syarat kelulusan dalam dal@myelesaikan pendidikan
Diploma Ill Perpajakan Fakultas llmu Sosial danulfolitik Universitas Jember
untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A..Md). Dalamlgksanaan Praktek Kerja
Nyata ini penulis memilih PT. Pos Indonesia (Pesdibk. Kantor Cabang Jember
sebagai obyek pelaksanaannya.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukaengan cara terjun
langsung pada kantor dan seolah-seolah bertindegaekaryawan didalam kegiatan
organisasi kantor serta ikut aktif didalamnya. Dalkegiatan Praktek Kerja Nyata
penulis beserta seorang rekan bukan hanya ditearpatkda satu bidang saja, tetapi
berpindah-pindah 2 (dua) minggu sekali. Hal initljeian agar setiap peserta PKN
dapat menguasai tidak hanya 1 (satu) bidang s#ggitbéeberapa bidang yang
diperkenankan menjadi obyek Praktek Kerja Nyata.

Terdapat beberapa tahap sebelum Praktek Kerja Mifaksanakan, yaitu:

a. Pembekalan
Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, mahasidiweri bekal dan
pengarahan mengenai prosedur serta bagaimana seyarbertingkah laku
dengan baik pada saat kegiatan Praktek Kerja Niyaberlangsung.

b. Penentuan tempat Praktek Kerja Nyata (PKN)
Mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan daak pfakultas diberi
kesempatan untuk menentukan sendiri tempat PKN rndakianjuti
kebijaksanaan dari Fakultas bahwa sejak angkatéd8 Ifiahasiswa diberi
kebebasan untuk memilih obyek PKN pada BUMN, BUMIan BUMS yang
sebelumnya hanya dikhususkan pada Kantor Pelaydgak saja. Dan
selanjutnya melakukan survei kelembaga atau pesasabbyek PKN. Dari hasil

survei, PT. Pos Indonesia (Persero) Tbk. Kantora@Gghlember yang menurut
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penulis sangat tepat dijadikan obyek magang sedelagan porsi waktuyang

direncanakan oleh penulis (Pemagang)
c. Observasi

Setelah tempat diitentukan , mahasiswa melakukaergasi langsung ketempat

Praktek Kerja Nyata sekaligus membawa proposal. $#delah ada persetujuan

dari PT. Pos Indonesia (Persero) Thk. Kantor Cakismber, PKN baru dapat

dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah dikentu

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan diP®$ Indonesia (Persero)

Tbk. Kantor Cabang Jember selama 30 hari terhitnafgi tanggal 23 Januari 2006
s/d 23 Februari 2006. Mengenai waktu pelaksanaaktéd Kerja Nyata penulis
bersama seorang rekan mendapatkan dispensasisghagarnya sesuai dengan jam
kerja yaitu pukul 07.30-16.30 WIB dengan wakturadtat mulai pukul 12.00-13.00
WIB dan untuk pemagang dimulai pukul 07.30-12.0BWeEngan 6 hari kerja yaitu
mulai hari senin s/d sabtu. Cara yang digunakaandahengumpulkan data adalah
melakukaan wawancara yaitu menjalin komunikasi reel@mgsung dengan pegawai
yang bertugas menangani bidang perpajakan khusysmgaberkaitan dengan judul

laporan.
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Adapun jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata selamarfiggu adalah sbb:

Tabel 4.1. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

WAKTU KEGIATAN
Minggu | 1. Penyerahan surat ijin dari Universitas
2. Perkenalan dengan pinpinan dan karyawan
3. Pengarahan dari bagian SDM dan penyerahan [pada
bagian pensiun
Minggu I 1. Penjelasan dari salah satu karyawan bapian
pensiunan tentang gambaran umum pensiun
2. Membantu mengurutkan berkas-berkas pensiun
yang sudah di ambil oleh penerimanya
3. Mengumpulkan setruk yang sudah ditandatangani
oleh penerima pensiun sebagai bukti telah
menerima dana pensiun untuk kemudian
dikirimkan ke Surabaya
Minggu I 1. Penulis dipindahkan ke bagian penyortiran untuk
surat kilat khusus
2. Membantu karyawan memisah surat sesuai dengan
tujuan surat untuk kemudian diantarkan ke kantor
pos daerah
Minggu IV 1. Mencari data dan arsip yang dibutuhkan tentang
pajak penghasilan pasal 21 atas pensiun
2. Meminta data tentang struktur organisasi PT. |Pos
Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember
3. Pelepasan mahasiswa PKN dan ucapan terima kasih
kepada pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor

Cabang Jember didampingi oleh ibu Sri Wahyuni

selaku supervisor.
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4.2 Kegiatan yang Dilakukan Pada Saat Praktek Kerja Nyata

Pemungutan pajak penghasilan khususnya pasal 2lbeneaampak yang
sangat bagus bagi perekonomian dan pembangunaenakanampir separuh
pembiayaan pengeluaran negara itu diambilkan é&tos pajak. Diharapkan dengan
adanya undang-undang yang mengatur tentang peapajakaka wajib pajak sadar
dan mau membayar pajak dengan prosedur yang banarathg paling penting tepat
waktu. Dikarenakan masyarakat kita banyak yang @@hgannya terbartas tentang
pajak, seharusnya ada usaha dari pemerintah unémgantisipasi hal itu dengan
lebih sering mensosialisasikan masalah perpajakan.

Pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari berbagatamapajak dan salah
satunya adalah pajak penghasilan atas pensiun.naipajak ini dikenakan kepada
orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalatuk pekerjaan yang
dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi ahili warisan yang menerima
tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.

Agar penerimaan perpajakan dapat meningkat dawmnt&ktahun,maka perlu
diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang méngada sistem sederhana,
adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkamap serta masyarakat dan
pembiayaan pemerintah.

Berikut data nama-nama penerima pensiun di PT. IRdenesia (Persero)
Tbk. Kantor Cabang Jember

Tabel 4.2 Daftar nama penerima pensiun di PT. Rdenesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Jember bulan Desember 2005:

No Nama Pendapatan Bruto Pph Pasal 2]
Terutang
1 Ny. Sri Asih Rp. xxx Rp. xxx
Janda Satuwi
2 Ny. Tuminah Rp. xxx Rp. xxx
Janda Siyamin
3 Ny. Nanik Rp. xxx Rp. xxx
Janda Suharsani
4 Ny. Waginah Rp. Xxx Rp. xxx
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Janda Eri Moestari

Janda Rifai
5 Ny. yusmiati Rp. xxx Rp. xxx
Janda Wasim
6 Ny. Soejati Rp. xxx Rp. xxx
Janda Sainal
7 Ny. Supijani Rp. xxx Rp. xxx
Janda Achmad Djon
8 Ny. Siti Soefatma Rp. xxx Rp. xxx
Janda Robin
9 Ny. Tukija Soegijono Rp. xxx Rp. xxx
Janda Soekarno
10 Ny. Sri Hartatik Rp. xxx Rp. xxx
Janda Jakfar Sodiq
11 Ny. Soelastri Rp. xxx Rp. xxx
Janda Imam
Soekarno
12 Ny. Waginah Rp. xxx Rp. xxx
Janda Prayogo
13 Ny. Tri Widayati Rp. xxx Rp. xxx
Janda Heru.S.
14  Ny. Maria Magdalen Rp. xxx Rp. xxx
Janda Marsuadi
15 Ny. Soebaikah Rp. xxx Rp. xxx
Janda Iskandar
16 Ny. Durijah Rp. Xxx Rp. xxx
Janda Soewadi
17  Ny. Kuning Widayati Rp. xxx Rp. xxx
Janda Sukarso
18 Ny. Hasochah Rp. Xxx Rp. xxx
Janda Djumadi
19 Ny. Tutwuti.H. Rp. xxx Rp. xxx
Janda Sumariyono
20 Ny. Marginah Rp. xxx Rp. xxx
Janda Moh. Kiap
21 Ny. Sawinah Rp. xxx Rp. xxx

Sumber : PT. Pos Indonesia (Persero) Jember, Des&005
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4.2.1 Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, PenyetoraRedaporan PPh Pasal 21
a. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Besarnya penghasilan neto penerima pensiun ditentuberdasarkan
penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikudemggan biaya pensiun, yaitu
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharg pansiun sebesar 5% (lima
persen) dari penghasilan bruto berupa uang pemgnogan jumlah maksimum yang
diperkenankan sejumlah Rp. 432.000,00 (empat ragaspuluh dua ribu rupiah)
setahun atau Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ripiahy sebulan berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-545/ ZJD0 untuk lebih jelasnya,
berikut adalah metode penghitungannya:

Metode Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiun yang
Dibayarkan Secara Berkala (bulanan) .
Contoh Kasus :

Haris berstatus kawin dengan 2 orang anak, adatgawei di PT. Pos
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember. Radgal 1 Juli 2005 berhenti
bekerja karena pensiun, jabatan terakhirnya ad@itapinan Kantor Pos. Penghasilan
Haris dari PT. Pos berupa gaji setiap bulan ad&ah6.000.000,00. Dia juga
membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun Purna Kgagg pendiriannya telah
disahkan Menteri Keuangan setiap bulan Rp 3000000,

Penghitungan kembali penghasilan tahunan dan PB&l @4 yang terutang
oleh PT. Pos pada saat Haris berhenti bekerja ydihgangkan dalam bukti

pemotongan untuk masa Januari s/d Juni 2005 adalagai berikut:

Penghitungannya:

Penghasilan setahun Rp 72.000.000,00
Pengurangan :

Biaya jabatan 5% x Rp 72.000.000,00 Rp 3.6)d@D
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Maksimum diperkenankan Rp 1.296.000,00
luran pensiun 12 x Rp 300.000,00 Rp 3.600.@00,0
Penghasilan Kena Pajak Rp 67.104.000,00
PTKP
-WP sendiri = Rp 12.000.000,00
-Tambahan WP menikah =Rp 1.200.000,00
-Tambahan 2 anak =Rp 2.400.000,00

Rp 15.600.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 51.504.000,00
PPh Pasal 21
5% x Rp 25.000.000,00 =Rp 1.250.000,00
10% x Rp 26.504.000,00 =Rp 2.650.400,00
PPh terutang setahun =Rp 3.900.400,00

PPh bulan Jan s/d Jun 2005 = Rp 3.900.400,00: 2=Rp 1.950.200,00

Gaji (Jan s/d Jun 2005) Rp 36.000.000,00
Pengurangan:

Biaya Jabatan

5 % x Rp 36.000.000,00 = Rp 1.800.000,00
Max. Diperkenankan
6 x Rp 108.000,00 =Rp 648.000,00
luran Pensiun (6 x Rp 300.000,00) = Rp 1.800.000,00
Rp 2.448.000,00
Penghasilan Netto Rp 33.552.000,00
PTKP setahun
- WP sendiri = Rp 12.000.000,00
- Tambahan Wp kawin =Rp 1.200.000,00
- Tambahan 2 orang =Rp 2.400.000,00
Rp 15.600.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 17.952.000,00

PPh pasal 21 terutang setahun
5% x Rp 17.952.000,00 =Rp 897.600,00
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PPh yang telah dipotong (6 bulan) =Rp 1.950.200,00
PPh pasal 21 lebih potong =Rp 1.052.600,00

* Dihitung berdasarkan penghasilan selama setahng glikenakan PPh

pasal 17, kemudian dihitung PPh 6 bulan (Jan-Jun).

Pada bulan Juli 2005, Haris mulai menerima pengamy dibayarkan secara
bulanan sebesar Rp 4.000.000,00 dari Dana Pensioa Rarya.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun butarsebut oleh Dana
Pensiun Purna Karya.

Pensiun Sebulan Rp 4.000.000,00
Pengurangan:

Biaya Pensiun

5% X Rp 4.000.000,00 Rp 200.000,00
Maksimum Diperkenankan: Rp  36.000,00
Penghasilan neto sebulan Rp 3.764.000,00
Penghasilan neto (Juli s/d Des 2005)
6 X Rp 3.764.000,00 Rpb32.000,00
Pemotongan PPh pasl 21 Rp 26.348.000,0
Jumlah Penghasilan neto tahun 2006 &332.000,00
PTKP
Untuk WP Sendiri Rp 12.000.000,00
Tambahan Menikah Rp 1.200.000,00
Tambahan 2 anak Rp 2.400.000,00

Rp 15.600.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 33.3320000,
PPh Pasal 21 terutang setahun
5% x Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00
10% x Rp 8.332.000,00 Rp  833.200,00 Rp 2.083.200,00

PPh ps 21 yang terutang sesuai
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Dengan bukti pemotongan Rp 1.950M0

PPh ps 21 Dana Pensiun Purna

Karya selama 6 bln adalah Rp 233,00
Pensiun yang harus dipotong

Dari pensiun bulanan adalah Rp 133.200,00: 6 = Rp 22.200,00

Untuk Penghitungan Kembali penghasilan tahunarRimpasal 21 yang terutang
oleh PT. Pos untuk Masa Januari s/d Juni 2006 ladala

Penghitungannya:

Penghasilan setahun Rp 72.000.000,00
Pengurangan :
Biaya jabatan 5% x Rp 72.000.000,00 Rp 3.6@)d@mD
Maksimum diperkenankan Rp 1.296.000,00
luran pensiun 12 x Rp 300.000,00 Rp 3.600.@D0,0
Penghasilan Kena Pajak Rp 67.104.000,00
PTKP
-WP sendiri = Rp 13.200.000,00
-Tambahan WP menikah =Rp 1.200.000,00
-Tambahan 2 anak =Rp 2.400.000,00

Rp 16.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 50.304.000,00
PPh Pasal 21
5% x Rp 25.000.000,00 =Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.304.000,00 = Rp 2.530.400,00
PPh terutang setahun =Rp 3.780.400,00

PPh bulan Jan s/d Jun 2006 = Rp 3.780.400,00: 2 =Rp 1.890.200,00

Gaji (Jan s/d Jun 2006) Rp 36.000.000,00
Pengurangan:

Biaya Jabatan

5 % x Rp 36.000.000,00 = Rp 1.800.000,00
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Max. Diperkenankan

6 x Rp 108.000,00 =Rp 648.000,00
luran Pensiun (6 x Rp 300.000,00) = Rp 1.800.000,00
Rp 2.448.000,00
Penghasilan Netto Rp 33.552.000,00
PTKP setahun
- WP sendiri = Rp 13.200.000,00
- Tambahan Wp kawin =Rp 1.200.000,00
- Tambahan 2 orang =Rp 2.400.000,00

Rp 16.800.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 16.752.000,00
PPh pasal 21 terutang setahun

5% x Rp 16.752.000,00 =Rp 837.600,00

PPh yang telah dipotong (6 bulan) =Rp 1.890.200,00

PPh pasal 21 lebih potong =Rp 1.052.600,00

* Dihitung berdasarkan penghasilan selama setahng glikenakan PPh
pasal 17, kemudian dihitung PPh 6 bulan (Jan-Jun).

Pada bulan Juli 2005, Haris mulai menerima pengamy dibayarkan secara
bulanan sebesar Rp 4.000.000,00 dari Dana Pensioa Rarya.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun butarsebut oleh Dana
Pensiun Purna Karya.

Pensiun Sebulan Rp 4.000.000,00
Pengurangan:

Biaya Pensiun

5% x Rp 4.000.000,00 Rp 200.000,00
Maksimum Diperkenankan: Rp  36.000,00
Penghasilan neto sebulan Rp 3.764.000,00
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Penghasilan neto (Juli s/d Des 2006)

6 X Rp 3.764.000,00 Rpb32.000,00
Pemotongan PPh pasl 21 Rp 26.348.000,0
Jumlah Penghasilan neto tahun 2006 &=p32.000,00
PTKP
Untuk WP Sendiri Rp 13.200.000,00
Tambahan Menikah Rp 1.200.000,00
Tambahan 2 anak Rp 2.400.000,00

Rp 16.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 32.1320000,
PPh Pasal 21 terutang setahun
5% x Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00
10% x Rp 8.332.000,00 Rp  713.200,00 Rp 1.963.200,00
PPh pasal 21 yang terutang sesuai
Dengan bukti pemotongan Rp 1.8902m0

PPh pasal 21 Dana Pensiun Purna

Karya selama 6 bln adalah Rp (300
Pensiun yang harus dipotong

Dari pensiun bulanan adalah Rp 73.000,00: 6= Rp 12.166.067,00

b. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pemsuakukan pada saat
pembayaran oleh bagian personalia, dimana pembayaradilakukan setiap awal
bulan yaitu mulai tanggal 5 (lima) sampai dengarg¢gl 10 (sepuluh) dan diambil
langsung di Kantor Pos. Atas pemungutan terseliaridan bukti pemungutan atau
pemotongan kepada penerima hasil atau Wajib P&akti tersebut diperlukan
dalam mempertanggungjawabkan segala kewajiban Pajagghasilannya dan dengan
bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa pelunasamkPB&enghasilannya telah

dilunasi.
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c. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21
Setelah dilakukan pemungutan atau pemotongan, pajad diperoleh harus
disetorkan pada kas negara. Dalam hal ini PT. Rdsnkesia (Persero) Tbhk. Kantor
Cabang Jember membayar/ menyetor pajak penghaglatirBank Persepsi dalam
hal ini adalah Bank Indonesia. Penyetoran tersdiaitukan selambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari setelah terutangnya pajak, dengamyen@kan Surat Setoran Pajak
(SSP). Surat Setoran Pajak (SSP) dibagi menjadiyaiita:
1) SSP Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajakndigun atau berfungsi
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajaky yerutang ke
Kantor Penerima Pembayaran dan digunakan sebakfaplembayaran.

2) SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyepajak terutang ke
Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Karmenerima
Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksitaanalat lainnya
yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalanutiisan Dirjen Pajak
dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Staalden @dministrasi
perpajakan.

Surat Setoran Pajak (SSP) terdiri dari 5 (lima)damyaitu:

1) Lembar 1 untuk arsip Wajib Pajak

2) Lembar 2 untuk KPP melalui KPKN

3) Lembar 3 untuk dilaporkan Wajib Pajak ke KPP

4) Lembar 4 untuk Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro

5) Lembar 5 untuk Wajib Pajak/ pihak lain

Tempat Pembayaran SSP :

1) Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderaggaran

2) Kantor Pos

3) Bank-bank BUMN atau BUMD

4) Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteu#&hgan

Batas waktu penyampaian atau penyetoran SSP urRbkFRsal 21 yaitu
tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah MasaalPdjerakhir. Jika tanggal
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pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libakampembayaran atau penyetoran
harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedanghila terlambat melakukan
penyetoran, dapat dikenakan sanksi administrasplagounga 2% per bulan dihitung
dari jumlah yang kurang bayar atau tidak disetor.
d. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
Pelaporan SPT masa terdiri dari rangkap dua, dirfeanbar 1 untuk PT. Pos

Indonesia (Persero) TbhkKantor Cabang Jember dabdeke 2 diambil oleh pihak
KPP. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan far@utat Pemberitahuan (SPT)
dimana surat pemberitahuan ini ada dua:

1) SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu pagek.

2) SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk s$altun pajak atau

bagian tahun pajak.

Pengisian SPT:

1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surahb@itahuan dengan
benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.

2) Dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, Surat Pembedta harus
ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

3) Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani olamgplain bukan Wajib
Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

4) Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pealaghaleh Wajib Pajak
yang melakukan pembukuan harus dilengkapi dengporda keuangan
berupa neraca dan laporan laba rugi serta ketemgdegarangan lain yang
diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilaraajak.

Penyampaian SPT:

1) Menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanak Pa

2) Melalui Kantor Pos

3) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kang yitunjuk oleh Direktur

Jenderal Pajak
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Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT :

1) Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakamd@euntuk SPT-
Masa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rugi@npulan dan untuk SPT-
Tahunan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupébylan.

2) Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tisiaga tidak benar
atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangarg yamya tidak benar
karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menkabukerugian pada
pendapatan negara, dengan pidana kurungan palimgy la(satu) tahun dan
atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar

3) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaBT dan atau
keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lapgklengan sengaja
sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan ajedgnidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan dpalifag tinggi 4 (empat)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kuraiagar

4.2.2Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga dalam Pela&sdPerpajakan

Sektor pajak merupakan salah satu pendapatan jigegléh negara dan
sangat berperan sekali dalam mewujudkan kesejaimtes@luruh rakyat. Pajak tidak
saja dikenakan pada orang pribadi tapi juga dikemgkada kegiatan yang objek
pajaknya ada pada setiap perusuhaan, begitu jumgmadd®T. Pos Indonesia (Persero)
Tbk. Kantor Cabang Jember dalam setiap kegiatag wéjek pajaknya dikenakan
pajak. Sebagai Wajib Pajak Badan yang taat pajaktokaPos dalam dalam
melaksanakan kewajiban pembayaran atau penyet@jak Penghasilan Pasal 21
atas Pensiunan telah sesuai dengan Undang-undangrN@ Tahun 2000.

Penulis menilai dari uraian diatas bahwa prosedumlbayaran pajak yang
dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Tbk.téta@Gabang Jember sudah baik,
karena dalam melaksanakan penyetoran dan pelapoagaknya pada Kantor
Pelayanan Pajak sesuai dengan prosedur standagt dygatapkan oleh ketentuan

yang berlaku, daya dukung administrasi dan peralpéamg memungkinkan, dimana
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sumber daya manusianya telah berpengalaman darlatparadengan sistem
komputer, sehingga memudahkan pemotongan danaupesiyawan.

Kewajiban perpajakan tersebut merupakan peran $ftaPos Indonesia
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember dalam menikgkgienerimaan negara yang

berasal dari sektor pajak guna mewujudkan Pembamghasional demi kepentingan
bersama.



BAB 5. PENUTUP

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memkemni Rahmat dan
Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikporda hasil Praktek Kerja
Nyata yang berjudul “ MEKANISME PEMOTONGAN, DAN PBIPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENSIUNAN PT. POSNDONESIA
(PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG JEMBER” dengan baik.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihag iglah memberikan
bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam penyuskapanan ini khususnya pada
PT. Pos Indonesia (Persero) Tbhk. Kantor Cabang degyang telah memberikan ijin
dan tempat untuk melaksanakan kegiatan PraktekaKdypta dan telah memberi
tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan perpayakean terjadi khususnya
tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pensiunan

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan mauypemyusunan laporan
Praktek Kerja Nyata ini jauh dari kesempurnaan.udntu penulis sangat berterima
kasih dengan adanya kritik dan saran yang bensiGahbangun demi kesempurnaan
laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikanfazd bagi penulis dan semua

pihak yang membutuhkan.
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RINGKASAN

Mekanisme Pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
Pensiunan PT.Pos Indonesia (Persero) Tbhk. Kantor Cabang Jember, Umi
Hamidatul Ghofaroh, 030903101069, 2006.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara gaggtsesar disamping
penerimaan-penerimaan negara yang lain. Salahpsgéik yang harus dibayarkan
Wajib Pajak ke kas negara adalah Pajak Penghasiiargna sudah diatur dalam
Undang-undang Perpajakan no. 16 perubahan kedsidatlang-undang no. 6 tahun
1983 yang terakhir diubah dengan Undang-undand.é&aeahun 2000, dimana setiap
Wajib Pajak orang pribadi dalam negara sehubungamgah pekerjaan, jasa dan
kegiatan diwajibkan atas gaji itu untuk dikenakamaR Penghasilan (khususnya
pasal 21). Tujuan penulis adalah untuk mengetahekavisme Pemotongan, dan
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas PendfinaRos Indonesia (Persero)
Tbk. Kantor Cabang Jember.

Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atasupan digunakan 2
(dua) cara, yang pertama penghitungan pemotonghrPB®al 21 atas uang Pensiun
yang dibayarkan secara berkala (bulanan) dan yadgadilakukan secara bulanan
pada tahun kedua dan seterusnya. Laporan magaditpikukan di PT. Pos Indonesia
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember mulai tanggala2uari 2006 s/d 23 Februari
2006, dan objek yang diambil adalah Pajak PengiraBidsal 21 atas Pensiunan.

Kesimpulan yang Penulis dapat dari hasil Laporan ddalah bahwa
Mekanisme Penyampaian Pajak Penghasilan Pasala2lPansiunan di PT. Pos
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember suamk, karena dalam
melaksanakan penyetoran , pelaporan pajaknya tmlakah terlambat, hal ini
dilaksanakan guna menghindari kesulitan dan dewadg yikenakan jika terlambat

melakukan penyetoran dan pelaporan pajak pada KBetayanan Pajak.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlagdstus-menerus dan
berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkakesejahteraan rakyat baik
material maupun spiritual (Waluyo, 2000:2). Untulpdt merealisasikan tujuan
tersebut perlu banyak memperhatikan masalah peadomigyembangunan.

Kegiatan pembangunan yang dilakukan bangsa kitalaladaisaha
pembangunan yang telah di gariskan oleh Undang+tunpdaasar 1945 vyaitu
mewujudkan rakyat adil dan makmur serta agendamefs yang dilakukan oleh
pemerintah guna mewujudkan pemerataan pendapigatmga.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian wetgsa atau negara
dalam biaya pembangunan yaitu menggali sumber gang berasal dari dalam
negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk memb@gmbangunan yang berguna
bagi kepentingan bersama.

Banyak pengertian tentang pajak dan ahli-ahlipuryak yang berbeda dalam
menafsirkan tentang pajak itu sendiri. Salah shliuparpajakan yang mendefinisikan
pajak adalah Djajadiningrat (dalam Munawir, 1999R3jak adalah “sebagai suatau
kewajiban menyerahkan sebagian dari kekeyaan kenkgara disebabkan suatu
keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikamikdn tertentu tetapi bukan
sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetagk@merintah serta dapat
dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik degara secara langsung untuk
memelihara kesejahteraan umum”. Pemerintah memupgidk terutama atau
semata-mata untuk membiayai pengeluaran-pengelyaaraik bersifat rutin
maupun untuk pembangunan. Fungsi pajak dalam paoekian suatu negara adalah
dua macam yaitu fungsi budgeter dan fungsi regiengsi budgeter adalah suatu
fungsi pajak sebagai alat untuk mendapatkan peilghdsagi negara, biasanya dari

fungsi ini akan dikeluarkan suatu aturan yang kestu akhir meningkatkan



penerimaan pajak. Fungsi reguler adalah fungsikpsgdpagai alat untuk mengatur
atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dattandsosial dan ekonomi.

Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan susobgber keuangan
untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluargamber keuangan dapat
berupa gaji, upah atau laba dari usahanya. Sedargkg suatu negara, sumber
keuangan yang utama selain MIGAS adalah Pajak Rietnibusi. Ada berbagai
sumber penghasilan suatu negara antara lain : &akagplam, laba perusahaan,
royalti, restribusi, kontribusi, bea, cukai, demdgak.

Saat ini pajak merupakan kontributor terbesar Aaggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) yang berarti perannya sarmgsar bagi kelangsungan
pembangunan bangsa. Untuk meningkatkan penerimegak, miperlukan perangkat
hukum yang mengatur “ Perpajakan “ terhadap rakiyensip yang utama adalah
adanya keadilan pengenaan pajak. Keadilan akamap@rgika adanya kepastian
undang-undang pajak.

Pajak dikenakan bagi seluruh warga negara Indongsy berdasarkan
ketentuan dan undang-undang yang berlaku dan [istedorikan sebagai subyek
pajak. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengenaanbtgrggemerintah membuat
kebijakan yang mencakup undang-undang serta pamaparaturan dan ketentuan
lain yang sifatnya mengikat guna menjamin kepagtigcum.

Berbagai upaya telah dilakukan baik Ekstensifikamupun Intensifikasi
pajak. Intensifikasi pajak adalah perubahan dalahang perpajakan yang berasal
dari dalam perangkat perpajakan itu sendiri. Sepeehingkatan tarif pajak.
Sedangkan Ekstensifikasi Pajak adalah perubahgrajp&an yang bersifat meluas,
seperti peluasan obyek dan subyek pajak. Dengamyadaistem ini dapat
merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jgvespajakan dalam
masyarakat. Sedang pemerintah dalam hal ini, apsegiajakan (fiskus) hanya
melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasaadaphpelaksanaan kewajiban

perpajakan tersebut berdasarkan ketentuan Perundaaggan yang berlaku.



Perubahan sistem perpajakan yang ada dilakukanddgrayakan supaya
sistem perpajakan kita mendukung tercapainya taligettujuan mulia dari pajak itu
sendiri yaitu pemerataan pendapatan dan menguratmggkat konsumsi rakyat
indonesia yang tinggi.

Pemerintah memungut pajak terhadap semua sektdapisan ekonomi yang
strategis sehingga akan mendukung tercapainyantujaa bangsa kita. Ada banyak
macamnya pajak mulai dari pengenaannya terhadaghpsilan, terhadap kenaikan
jasa dan kegunaan dan barang mewah serta masiakidagi macamnya.

Salah satu contohnya adalah pengenaan pajak patsiumen. Karena
penghasilan yang diterima oleh pensiun merupakarmghzesilan yang dikenakan
pajak oleh pemerintah serta dipandang merupakam &gy strategis untuk
pencapaian tingkat penerimaan pendapatan negaratorKabayar tempat
membayarkan dan pensiun harus memotong terlebib daha pensiun dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku. PT. Pos Indan@Zrsero) Kantor Cabang
Jember selain sebagai organisasi besar yang melegtmtuhan masyarakat , juga
mempunyai kewajiban mentaati peraturan untuk membgajak tepat pada
waktunya. Oleh karena itu dengan di keluarkannypuiiesan Direktur Jenderal
Pajak yang baru ini, tentunya bagi para wajib pajak pemotong pajak dapat
melakukan kewajibannya secara benar sebagai wajgllk plan/ atau, pemotong pajak
penghasilan atas pembayaran gaji, upah, honoradamlainnya sehubungan dengan
pekerjaan atas jasa pribadi.

Sehubungan dengan keputusan Direktur Jenderabk P&§o. KEP
545/PJ.1/2000, PT. Pos berkewajiban melaksanakaghgangan , pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan phsahg karyawan / karyawati, PPh
Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25. Pelaksarpajagan atas pajak Penghasilan
Pasal 21 diatur dalam Undang-Undang nomor 7 taB88 $ebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 28@@mng Pajak Penghasilan.

Kantor Pos Jember telah lama bekerjasama dengaa plansiun untuk

membayarkan dana pensiun kepada para pensiunamball ini kantor bayar dana



pensiun adalah Kantor Pos Jember dimana merupakain satu kantor bayar dana

pensiun dari sekian banyak kantor bayar dana pensiu

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa pajak mgmpparanan yang
sangat penting dalam pembangunan yang sedang khlalaleh negara kita. Dengan
ditetapkannya Undang-Undang No. 17 tahun 200@tgniPajak Penghasilan sebagai
salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatanmandga sektor pajak. Dengan
tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakargy yhanut secara Universal yaitu
keadilan, kemudahan/ efisiensi administrasi, pragitks penerimaan negara dan
tetap mempertahankan systeelf assessmenDiharapkan penerimaan negara dari
sektor pajak dari tahun ke tahun semakin meninglatgingat selama ini negara kita
membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk memftasilirakyat agar bisa hidup
dengan selayaknya, dan itu semua tidak akan tertamaa adanya kerjasama yang
baik antar komponen masyarakat.

Penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan mkaig&enghasilan Kena

Pajak dengan Tarif Pajak. Penghasilan Kena Pajallalaghenghasilan netto dikurangi
dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dilek@m cakupan Pajak
Penghasilan Pasal 21 sangat banyak, maka penbilis tertarik untuk mengangkat
judul laporan akhir tentang PPh Pasal 21 atas ®essj oleh karena itu
permasalahan laporan dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana “Mekanisme Pemotongan, dan Pelaporak Pejaghasilan Pasal

21 atas Pensiunan PT. Pos Indonesia (PerseroXabkor Cabang Jember” ?



1.3. Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)
1.3.1Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.

Ingin mengetahui penerapan teori yang diperoletbatigku kuliah, dalam
praktek atau proses penerapan sebenarnya di peamsah

Ingin melihat secara jelas praktek perpajakan ydogmar-benar terjadi
khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penstemmasuk tata cara

pemotongan, penyetoran dan pelaporannya.

1.3.2Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.

Sebagai pengalaman dan bekal di masa mendatanggikaterjun di tempat
kerja dalam permasalahan yang serupa.

Untuk mendapatkan keterampilan yang tidak didapatkdangku kuliah.
Menambah wawasan tentang perpajakan yang ada diPB3. Indonesia
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember.

Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikam gtagram Diploma I
Perpajakan Universitas Jember guna memperoleh ééllarMadya (A..Md)

Perpajakan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Umum Paj ak

Definisi Pajak menurut beberapa ahli:
a. Menurut Hamdan Aini (1985:3)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dikeklsyang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peratutangan tidak mendapat
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk gamg gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungadetugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.

b. Menurut Rochmat Soemitialambuku Mardiasmo (2003:1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara bekdasandang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapattifabal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untukibagar pengeluaran umum.

c. Menurut Brotodiharjo, (1984 : 4)

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak ddehterhutang kepada
penguasa (menenurut norma-norma yang ditetapkaarsseemum), tanpa ada
kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untukton@pengeluaran umum.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkhahwa pajak mempunyai
unsure-unsur :

a. luran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. luesseltut berupa uang
(bukan barang)

b. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuataangnthdang serta aturan
pelaksanaannya

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara ysecara langsung dapat
ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditkikein adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.



d.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, iygkengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2 Dasar Hukum Pajak

Beberapa pengertian menurut UU no. 16 tahun 20@@rig Ketentuan umum

dan Tatacara Perpajakan:

a.

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badamgyaenurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukatuk melakukan

kewajiban perpajakan , termasuk pemungutan pajakk gemotongan pajak
tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yangpakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukamhauyang meliputi

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persémoarya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalamukeapapun, Firma,

Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, pgrkian, yayasan, organisasi
masa, organisasi sosial politik, atau organisasigysejenis, lembaga, Bentuk
Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Adalah suatu sarana administrasi perpajakan yaperglinakan sebagai tanda

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya samgadel (satu) bulan

takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan deng@putusan Menteri
Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahunitakscuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tdakwim. Jika
menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahunntakwaka tahun pajak
adalah tahun dimana lebih dari enam bulan adaatidaja.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan d@phaubjek pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dakdmrt pajak atau dapat pula



dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagianmtg@ayak apabila kewajiban

pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tapajak.

. Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahismy@ yang menerima atau

memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukanasa lalu, termasuk

orang pribadi atau ahli warisan yang menerima TghnrHari Tua atau Jaminan

Hari Tua.

. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakyekerjaan berdasarkan

perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis puautidak tertulis, termasuk

yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeriBtédiN.

Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja gmamberi kerja, yang

menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah terteatara berkala, termasuk

anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengmmgssecara teratur dan
terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaamsskangsung.

Pegawai Lepas adalah orang pribadi yang bekerja paohberi kerja yang hanya

menerima imbalan apabila orang pribadi yang beta#ag bekerja.

. Surat Tagihan Pajak (STP)

Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sdalksi administrasi berupa

bunga dan atau denda.

Penerbitan STP:

STP dikeluarkan apabila:

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak ateank bayar

b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terd&e&urangan pembayaran
pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salahdit

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupaldelan atau bunga.

d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undaamg Pajak
Pertambahan Nilai 1984 tetapi tidak melaporkan &egi usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaia Rajak tetapi telah

membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukukkbagai Pengusaha



Kena Pajak tetapi tidak membuat atau tidak merggdengkapnya Faktur
Pajak.

f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaie Kajak tidak atau
membuat faktur pajak tidak tepat waktu atau tidadéngisi selengkapnya
faktur pajak.

Fungsi STP

a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang\8Rjib Pajak

b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa latagaenda

c. Alat untuk menagih pajak

Kekuatan Hukum STP

STP (Surat Tagihan Pajak) mempunyai kekuatan hukamg sama dengan surat

ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihanrpat flaga dilakukan dengan

surat paksa.

2.3 Fungsi, Syarat, Teori, dan Sistem yang Mendukung Pemungutan Pajak
2.3.1Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:1).Ada 2 (dua) fungsi pajak

. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untukbragan pengeluaran-
pengeluarannya.

. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksarnadajaksanaan pemerintah

dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.3.2Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan perlawanan, maka
pemungutan pajak harus memenuhi syarat. Menurutligs&mo (2003:2). Syarat

pemungutan pajak adalah:
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a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keaddadang-undang dan
pelaksanaan pemungutan harus adil.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undgaga(S uridis)

c. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasabgat 2. Hal ini memberikan
jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik hagara maupun warganya.

d. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiptoduksi maupun
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuakg@@omian masyarakat.

e. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat finansiil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajaishdapat ditekan sehingga
lebih rendah dari hasil pemungutannya.

f. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan neandorong
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakar8yarat ini telah dipenuhi
oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.3.3Teori-teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:3). Teori pemungutan pajdk 3 :

a. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda,hd&-hak rakyatnya. Oleh
karena itu rakyat harus membayar pajak yang diikanasebagai suatpremi
asuransikarena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan Keguantingan(misalnya
perlindungan) masing-masing orang. Semakin bdsgentingan seseorang
terhadap negara, makin tinggi pajak yang harusydiba
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c. Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beramnyaya pajak harus dibayar
sesuai dengardaya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul
digunakan 2 pendekatan yaitu:
1) Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghastan kekayaan yang
dimiliki oleh seseorang.
2) Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnyatiébbo materiil yang
harus dipenuhi.
2.3.4Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2003:7). Sistem pemungutan pagkk3 :
a. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewekapada pemerintah
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yangdegubleh Wajib Pajak .
b. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memmrxenang kepada Wajib
Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak tentang.
c. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membesiewang kepada pihak
ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yangsdmegkutan) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh \Wajik

2.4 Wajib, Subjek dan Objek Pajak
2.4.1Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yangunue ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan ditentukan untukkoiaa kewajiban perpajakan,
termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertent
2.4.2Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yapagtdiikenakan pajak.
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Tidak termasuk Subjek Pajak :

a. Badan perwakilan negara asing.

b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atalalpej lain dari negara
asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepadakmeang bekerja
pada dan bertempat tinggal bersama-sama merekzaregarat:

1) bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tekerima atau
memperoleh penghasilan lain di luar jabatannyadidhesia.
2) negara yang bersangkutan memberikan perlakuan ltimabk

c. Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dekputusan Menteri
Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desemlii94
sebagaimana telah diubah terakhir dengan KeputlMsamteri Keuangan
Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengjarat:

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untukmmpegoleh
penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjamapada
pemerintah yang dananya berasal dari iuran pargosag

d. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagana dimaksud dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/199Agtml 23
Desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan ukaputMenteri
Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998, dengan syarat:

1) Bukan warga negara Indonesia
2) Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan @hkerjaan lain
untuk memperoleh penghasilan di Indonesia
2.4.30Dbjek Pajak
Objek Pajak adalah bentuk kegiatan yang dilakukeh orang pribadi maupun
badan yang bisa menimbulkan utang pajak. Yang srkndalam objek pajak pusat
adalah:
a. Pajak Penghasilan
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan aeeng Mewah
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c. Pajak Bumi dan Bangunan

d. Bea Materai

2.5 Pajak Penghasilan
2.5.1Definisi PPh menurut Erly Suandi dalam bukunyBerpajakan” Pajak
Penghasilan
Adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang
diterima / diperolehnya dalam tahun pajak atau dapéa dikenakan pajak untuk
penghasilan dan bagian tahun pajak, apabila keaajgmjak subjeknya dimulai /
berakhir dalam tahun pajak.
2.5.2Dasar Hukum
Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalamggmiddang no 7. Tahun
1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dnalasiang No. 17 Tahun 2000.
Undang-undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tab8®4 dan merupakan
pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Petataft844, UU PBDR 1970.
2.5.3Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Penghasilan
a. Wajib pajak
Adalah orang pribadi atau badan yang telah memeetwajiban Subjektif dan
Objektif
b. Subjek Pajak Penghasilan
1) orang pribadi yang bertempat tinggal atau beradadtinesia ataupun diluar
Indonesia
2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuamggaatikan yang
berhak. Kewajiban subjektif warisan yang belum agrbdimulai pada saat
timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut demakthir pada saat warisan
tersebut selesai dibagi.
3) Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUBMMD dengan nama

dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, danasipe, persekutuan,
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perkumpulan, yayasan, organisasi massa, orgarosadispolitik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk Haduarya.
4) Bentuk Usaha Tetap
c. Objek Pajak Penghasilan
Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah pefighasPenghasilan yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterimpar{deh) wajib pajak, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Insiangang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajal ypersangkutan dengan

nama dan dalam bentuk apapun.

2.6 Pajak Penghasilan Pasal 21
2.6.1Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut Erly Suandy dalam bukunyBérpajakari
“Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak penghagdag dipungut sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakakdnWajib Pajak orang pribadi
adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upahpréwdum, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan pekerjaan atau jabatan das&egiatan”
2.6.2Dasar Hukum
Ketentuan PPh pasal 21 diatur dalam pasal 21 Undadgng Perpajakan
tahun 2000.
2.6.3Wajib, Subjek dan Objek PPh Pasal 21
a. Wajib Pajak PPh pasal 21
Wajib Pajak PPh pasal 21 adalah penerima penghagsilag dipotong PPh pasal
21 meliputi: Pejabat Negara, Pegawai Negeri SiBiN$), Pegawai, Pegawai
Tetap, Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Ndggawai Lepas, Penerima
Pensiun, Penerima Honorarium, Penerima Upabh.
b. Subjek PPh pasal 21
Subjek Pajak PPh pasal 21 adalah penerima pengmgsihg dipotong PPh pasal
21, terdiri dari:



1)

2)

3)
4)

5)
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1) Pegawai (termasuk Pegawai Negeri Sipil, Pegawapletan pegawai lepas
yang memperoleh penghasilan dari kerja secara lag¢rka

2) Penerima Pensiun

3) Penerima Honorarium

4) Penerima Upah

5) Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehulbudgagan pekerjaan,
jasa dan kegiatan dari pemotong pajak

Objek PPh pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secaasuteberupa gaji, uang pensiun

bulanan, upah, honorarium, (termasuk honorariungatagdewan komisaris atau

anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang leraang sokongan, uang

tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangaak, tunjangan kemabhalan,

tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjanganmggoat, tunjangan pajak,

tunjangan uang pensiun, tunjangan pendidikan aba&siswa, hadiah, premi

asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan peesiigim teratur lainnya dengan

nama apapun.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secarak tigeratur berupa jasa

produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya,dangpn tahun baru, bonus, premi

tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yanghgdaidak tetap dan biasanya

dibayarkan sekali dalam setahun.

Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan ugrahdman.

Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atgangan hari tua, uang

pesangon, dan pembayaran lain sejenis.

Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaaraderggna dan dalam bentuk

apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain aeladpalan sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakokaim Wajib Pajak dalam

negeri, terdiri dari:



6)

7)

8)

¢)
h)

)
)
k)
)
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Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, telatiri pengacara, akuntan,
arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, datuaris.

Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawakargnfilm, sutradara,
crew film,foto model, peragawan/ peragawati, pemarama, penari,
pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.

Olahragawan

Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, pengalnimoderator.
Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

Pemberi jasa dalam bidang tehnik, komputer danemistplikasinya,
telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasar

Agen iklan

Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pembea kapada suatu
kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tdapga lainnya dalam segala
bidang kegiatan.

Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.

Peserta perlombaan

Petugas penjaja barang dagangan

Petugas dinas luar asuransi

m) Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan

n)

Distributor perusahaamultilevel marketingataudirect sellingdan kegiatan

sejenis lainnya.

Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan laingyaerkait dengan gaji yang

diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.

Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yangng@daterkait dengan uang

pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk jatala duda dan atau anak-

anaknya.

Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan laideggan nama apapun yang
diberikan oleh bukan Wajib Pajak.



2.6.4Tarif Dasar Pengenaan PPh Pasal 21

17

Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkanReaghasilan Kena Pajak:

a. Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, PNS, Aaddol/Polri, pejabat negara

lainnya, Pegawai BUMN, dan BUMD, dan anggota dewamisaris, atau dewan

pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetapeadsahaan yang
b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara berkala.

c. Pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai.

sama.

d. Distributor perusahaamultilevel marketingatau direct selling dan kegiatan

sejenis lainnya.

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya merkatentuan

pasal 17

Undang-undang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajakgopribadi dalam negeri dan

bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Tarif pasal 17 untuk Wajib Pajak orarigguli dalam negeri

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF PAJAK
Sampai dengan Rp 25.000.000,00 5% (lima pergen)
Diatas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00 10% epu(sh
persen)

Diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,0¢ 158na (belas
persen)

Diatas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00 A8%a puluh
lima persen)

Diatas Rp 200.000.000,00 35% (tiga puluh
lima persen)

Sumber Data: Undang-undang Perpajakan tahun 2000
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Pengertian Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun :

a. Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, nmendgn memelihara
penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan lwetinggi-tingginya Rp
1.296.000,00 setahun atau Rp 108.000,00 sebulan

b. Biaya Pensiunan adalah biaya untuk mendapatkanagitendan memelihara
uang pensiunan yang besarnya 5% atau penghasilemb@rupa uang pensiunan
setinggi-tingginya Rp 432.000,00 setahun atau RPG®KO0 sebulan



BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sgarah Perkembangan Pos dan Giro Indonesia Pada Masa Orde Baru
3.1.1 Perkembangan Pos ( 4 Agustus 1966 s/d 28 Juli 1979

Keadaan Pos pada awal orde baru masih memprihatiRieandirian-pendirian
pos banyak yang tidak memenuhi dan juga banyak yaagih memakai ruangan
sewaan. Dengan demikian Dinas pos tidak dapat nrémabe pelayanan yang
memuaskan kepada masyarakat. Untuk meningkatkaygen maka sejak awal
orde baru melalui PELITA, pemerintah telah membandgmantor Pos dan Giro
menambahkan sarana alat angkut baik roda dua ataaga empat.

Disamping pembangunan sarana fisik dilakukan jugandplikan dan
ketrampilan melalui kursus-kursus dan pendidikéhaldm ataupun luar negeri.
Dengan usaha-usaha peningkatan sarana dan ketarppjawai maka angka-angka
produksi jasa Pos dan Giro menampakkan angka-dglakan.

3.1.2 Perkembangan Pos (28 Juli 1979 s/d sekarang)

Dibidang operasi Pos mulai dijajagi kemungkinanimroduksinya suatu
dinas baru yaitu: €lectronic mail‘, sedangkan dibidang pembangunan gedung akan
diusahakan oleh pemerintah, untuk membangun gddamgr Pos Pasar Baru.

Usaha-usaha memajukan perPos-an di Indonesia jigjskuthg dengan
dikeluarkannya beberapa undang-undang/Peraturarerigéam yang salah satunya
yaitu dalam Peraturan Pemerintah no.9 tahun 197&rtg PERUM Pos dan Giro
bagian ketiga pasal 5 ditetapkan tujuan PERUM Pars @iro sebagai berikut:”
Tujuan perusahaan adalah membangun, mengembangéan neengusahakan
pelayanan Pos dan Giro Pos guna mempertinggi kalanchubungan-hubungan
masyarakat untuk menunjang pembangunan negara dalagka meningkatkan

ketahanan nasional dan mencapai masyarakat admhdkemur”.

19
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3.1.3 Sejarah Berdirinya PT. Pos Indonesia (Persero) Kbktor Cabang Jember

Dengan semakin berkembangnya informasi mau tidak peanerintah harus
mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan bededradakan yaitu membuka
kantor pos di unit-unit daerah sehingga kebutuhasyarakat akan jasa Pos dan Giro
bisa terpenuhi dengan baik. Dengan demikian makk pahun 1873 kantor Pos
Jember didirikan sebagai langkah yang efektif danigu.

Pelayanan Pos diberikan oleh Jawatan PTT (Pos regletan Telepon) yang
tunduk pada ketentuan IBW. Dan setelah Indonesraeka dengan PP.no.240 tahun
1661 status PTT diubah menjadi PN.POSTEL. Usaharaegntuk mengubah status
perum Pos dan Giro harus melalui proses yang laanaydng tidak mudah, untuk
membuktikan bahwa kondisinya dapat di angkat d&ki Pos dan Giro. Dan pada
tahun 1965 berdasarkan PP. no 29 tahun 1965 narbanybah menjadi PN. Pos dan
Giro.

Pada awal masa Orde Baru P.N Pos dan Giro dibigksay pelayanannya
kepada masyarakat banyak mengalami kesulitan dawbdtan yang mempengaruhi
kualitas dan kuantitas yang dikehendaki pemaka gau konsumen. Maka untuk
meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha pemgdaraan jasa Pos dan Giro,
utamanya agar BUMN Pos dapat secara optimal meRk@aperanannya sebagai
pelaku pokok perekonomian nasional dengan PP.nahbint 1995, tanggal 27
Pebruari 1995 PERUM Pos dan Giro disesuaikan stggudengan nama PT. Pos
Indonesia (Persero) yang berlaku tanggal 20 Judb.1Bengan demikian namanya
berubah lagi menjadi PT.Pos Indonesia (Persero) Kaktor Pos Besar Jember.

3.2. Struktur Organisasi

Suatu perusahaan yang ingin berkembang pasti meiiart organisasi yang
bisa mengkoordinir semua kegiatan agar semua tuflaaipada perusahaan itu
sendiri bisa tercapai dengan cepat. Sebelum kitzidaga tentang organisasi, terlebih
dahulu kita harus mengetahui pengertian dari osgani Organisasi adalah kumpulan

2 (dua) orang atau lebih yang bekerjasama untulcapen tujuan yang didalamnya
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ada pembagian tugas dengan tujuan agar tidak opeinlg, dan dalam pembagian
tugas itu butuh pemimpin atau yang memerintah.

Setiap organisasi mempunyai bentuk dan sruktur niggai yang sesuai
dengan keadaan yang ada diperusahaan, dan kamgsaisasi merupakan wadah
dimana dilakukannya manajemen. Karena organisasritdari beberapa orang yang
mempunyai karakteristik atau perilaku yang berbedt@ka diperlukan adanya suatu
kerjasama antara pimpinan dan bawahan/ karyawan.

Organisasi mempunyai 2 (dua) fungsi utama yaitamis dan statis. Fungsi
organisasi dinamis meliputi kegiatan merumuskaragumelimpahkan wewenang,
serta menentukan hubungan kerjasama antara peamsayng satu dengan
perusahaan yang lainnya. Sedangkan fungsi stagjgnisiasi meliputi penentuan
stuktur sebagai wadah kegiatan dari individu-indliviiang sama untuk mencapai

tujuan yang telah disepakati.

Berikut merupakan struktur organisasi PT. Pos led@n (Persero) Thbk.

Kantor Cabang Jember:
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3.3 Personalia
3.3.1Jumlah Pegawai
PT. Pos Indonesia (Persero) Thk. Kantor Cabang demingga tahun 2005
memiliki pegawai sebanyak 115 (seratus lima betaahg. Dari 115 orang pegawai
tetap yang ada di kantor Pos terdiri dari : Kepgédator 1 orang, SDM & TSI 4
orang, Bagian loket sebanyak 11 orang untuk sip pag sip malam, bagian
PEMSAR 3 orang. Bagian Keuangan termasuk pensiSnarang, bagian UPL 2
orang, bagian Giro 3 orang, bagian Akuntansi 5 gréagian KTA 2 orang, bagian
ekspedisi 2 orang, bagian puri 2 orang, bagian tpdkerang, bagian peralatan 2
orang, bagian sarana 4 orang, bagian puri pagisorang, mandor 2 orang, bagian
pengantar 15 orang dan sisanya 6 orang dari enatork@os pembantu sedangkan
sisanya 32 orang dari kantor pos kecamatan.
3.3.2Tenaga Kerja
Pembagian Tugas dan Tanggungjawab
a. Tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor
1) Bertanggung jawab atas kelancaran operasional kBogJember
2) Mengatur SDM yang ada dikantor Pos Jember
b. Tugas dan tanggung jawab bagian Pemasaran
1) Tugas PEMSAR
a) Menggali potensi pasar yang ada di kantor Pos Jembe
b) Melakukan pembinaan terhadap pelanggan sehinggagus tidak akan
lari dari kantor Pos Jember terutama pelanggandckibrfperusahaan)
2) Tanggung jawab PEMSAR
Memberikan laporan kepada pimpinan PT. Pos JembkEmd memenuhi
target yang ditentukan oleh pihak PT. Pos agarrdgkan memperoleh

keuntungan yang semakin besar.
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c. Tugas dan tanggung jawab Manajer Keuangan
1) Tugas Manajer Keuangan
Mengatur lalu lintas dagang dari Kantor Pos ke Haarkk (BRI, BNI, LIPPO
BANK, BTPN, MANDIRI) atau sebaliknya.
2) Tanggung jawab Manajer Keuangan
a) Membuat buku masuk kas dan buku bank
b) Membuat buku hasil penjualan dan buku persediaadebmaterai, buku
akta agraria, dan benda pos serta filateli.
c) Membuat laporan masuk kas ke manajer pengolahaB&adung secara
on line
d) Membuat hasil penjualan dan persediaan benda posalfilateli, benda
materai, akta agraria ke menejer perangko dan aaB@andung dengan
tembusan Kawilpos VIl Surabaya
d. Tugas dan tangggung jawab Manajer Akuntansi
1) Tugas Manajer Akuntansi
Bertanggung jawab atas laporan-laporan akuntansarhanaupun bulanan
serta mengirimkan laporan-laporan bulanan kekamosat atau kantor
wilayah.
2) Tanggung jawab Manajer Akuntansi
a) Memeriksa neraca-neraca loket
b) Memeriksa buku perhitungan KPTB dan KPP
c) Menandatangani kwitansi-kwitansi pengeluaran agngsukan
e. Tugas dan Tangggung jawab Manajer SDM
1) Tugas Manajer SDM
Bertanggung jawab atas SDM dan sarana yang melipetigawasan,
pembinaan, pemeliharaan, sarana dalam rangka mam®BM yang handal
dan berdedikasi tinggi serta terpeliharanya sasmrey ada di kantor Pos

Jember.
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Tanggung jawab Manajer SDM

a) Berwenang membuat jadwal kegiatan organisasi (peide periodik,
pembinaan rohani atau jasmani)

b) Berwenang mengambil keputusan yang bersifat teknis

c) Menandatangani surat-surat keluar yang sifat déotjeermasalahannya
biasa

d) Atas nama kepala kantor Pos berwenang memberikesetpgian cuti

tahunan bagi pegawai golongan I/l (kecuali menejer

f. Tugas dan Tanggung jawab Manajer Pelayanan

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Wajib hadir 20 menit sebelum loket dibuka sertaapgltepat waktu sesuai
dengan ketentuan perusahaan

Mengaktifkan perangkat kerja manajer dan loketysaian

Mengambil data wesel pos terima dan pencetakaipitekasi harian
Menyimpan atau menyerahkan register berharga kabituhan pelayanan
Mengawasi kebutuhan register untuk kebutuhan layéoieet

Menjaga kelancaran pelayanan petugas loket

Menandatangani pekerjaan atau pemateraian ulang

Memeriksa naskah dan neraca pekerjaan loket

Memberi solusi dan keputusan untuk proses kelangakayanan pelanggan

10)Menetapkan proses pergantian petugas dan rollingkdi untuk kelancaran

pelayanan dan persetujuan pimpinan

11)Membuat pelaporan serta mengerjakan tugas untuktkiesn manajemen

g. Tugas dan Tanggung Jawab Manajer UPL

1)
2)

3)

Bertanggung jawab atas kelancaran tugas-tugasrbagigpelayanan luar
Mempertimbangkan dan menyetujui permintaan panjarjak KP IX/X
berdasarkan warkap-warkap yang akan dibayarkanatengemperhatikan
penerimaan

Memeriksa buku perhitungan penerimaan dan pengeludrerdasarkan

naskah-naskah pendukungnya



4)

5)
6)
7
8)
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Membuat dan mengirimkan surat perintah pemerikskaa kecil dan
pengosongan kas sesuai dengan kalender pemerixsaadik serta mencatat
hasil pemeriksaan pada buku pemeriksaan

Membukukan pendapatan paket pos ke KP IX/X ke d&é&niKa

Mencatat dan menyelesaikan uang yang masih dipedgkan ke IX/X
Menyelesaikan surat menyurat dari/untuk KP IX/X &antor lain

Membuat rencana laporan pemeriksaan periodik KX Ixtuk tahun yang

akan datang

. Tugas dan Tanggung Jawab Manajer Operasi

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7

8)

9)

Memeriksa dan menandatangani daftar hadir
Melaksanakan pengawasan uji coba terhadap kebesan@man surat pos
Bertanggung jawab atas penyimpanan cap tanggadpalgang plombir serta

penyerahan ke masing-masing bagian

Mengatur cuti pegawai di bagian operasional

Memeriksa dan mengirimkan EMS ke kantor pos Tukesk&rno-Hatta
Mencatat kedatangan dan keberangkatan alat anggosan

Mengawasi dan mengkoordinasi tentang pelaksanagas tudi bagian
operasional

Bertindak sebagai manajer pelayanan dan memerksaerima setoran dari

loket
Menerima dan menyimpan resime dari/untuk KPP/KPHE#gan N2 yang
bertalian

10)Membuat dan menjawab dari/ ke kantor lain

11)Bertanggung jawab penuh tentang keamanan dan pakes kerja

Tugas dan Tanggung Jawab Manajer Giro

1)
2)
3)
4)

Menguasai dan menyelesaikan peraturan dinas giraelapos
Memeriksa dan menandatangani nota pendapatan
Menyetujui pendebitan cek pos

Menjawab surat-menyurat di bagian dinas pos darmposk
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5) Membuat laporan bulanan saldo rekening dinas

6) Memeriksa laporan mingguan saldo rekening

7) Membuat daftar pengantar cek yang telah didebet

8) Mengerjakan giro dan kas negara yang membukukannya
Tugas dan Tanggung Jawab Manajer Antaran

1) Pengawasan pelaksanaan antaran

2) Pengaturan petugas antaran

3) Pembina, membina, dan mengarahkan para petugasgdinbantaran agar

bekerja penuh kesadaran, pengabdian dan tanggwal @alam pelaksanaan

tugas
4) Membuat surat periksa antaran
5) Merangkap dinas antaran selama berhalangan mastdx kedau cuti tahunan
6) Melaksanakan tugas yang dibebankan KAKP/PEMSAR
. Tugas dan Tanggung Jawab FP. Informatika
1) Technical Supponvasantara net
2) Maitenance LAN [(ocal Area Networkinternal pos Indonesia
3) Entrydata simwespos (sistem informasi manajemen wesgl po
4) Administrator wasantara net
5) Programer Aplikasi
6) MaintenanceVARPOSNET
Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Kantor Pos Cabang
1) Menerima kiriman dari publik, jenis-jenis kirimang
2) Penjualan benda pos perangko, sampul, materadgkaeia
3) Melayani penabungan atau pembayaran tabanas BTN
4) Menerima setoran giro, pajak
5) Membayar wesel pos elektronik atau nominal

6) Membuat perhitungan neraca
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3.3.3Jam Kerja

Pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Gald@mber membagi jam
kerja menjadi 2 (dua), yaitu sip pagi dan sip malamtuk sip pagi dimulai pukul
07:30- 17:00 WIB, untuk sip malam dimulai pukul Q0=21:00 WIB, dengan 6
(enam) hari kerja mulai hari senin sampai harisasain 1 (satu) hari libur yaitu hari

minggu.

3.4 Kegiatan Operasional

PT. Pos Indonesia (Persero) Tbhk. Kantor Cabang demd¢bagai salah satu
BUMN yang melayani kepentingan masyarakat khususdrityidang per-Pos an, tidak
hanya mengutamakan kepuasan masyarakat yang bagarbdengan pos tapi selain
itu pihak Pos juga melayani pembayaran rekeningijgelepon, pengambilan iuran
pensiun dan masih banyak lagi kegiatan operasiyarag ada di PT. Pos Indonesia
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember.

3.5 Produk-produk Kantor Pos
Dalam setiap kegiatannya PT. Pos Cabang Jembdu sekengutamakan
kepuasan para pelanggannya, ini dibuktikan dendanya berbagai produk yang ada
di kantor pos antara lain:
a. Weselpos Instan
Adalah weselpos dengan waktu tempuh dalam hiturdgik, yaitu diterima
dikantor tujuan dalam beberapa detik secara ondys¢em. Tarif Rp 20.000,00
(dengan PPN 10%)
b. Western-prima
Weselpos dengan waktu tempuhnya “same day delivggytu diterima dikantor
tujuan pada hari yang sama dengan hari pengirinegrigngan syarat:
1) Hanya dapat dikirim dari dan dialamatkan kekotaatimterdapat KPRK
2) Batas waktu pengiriman paling lambat jam 11.00 waltempat

3) Alamat penerima berada dalam kota kantor tujuan
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4) Jika diposkan setelah pukul 11.00 WIB, maka wagmguhnya adalah H+1

. Western Union

Adalah layanan kiriman uang keseluruh negara dengaktu tempuh dalam

hitungan menit. Merupakan keagenan dari WesterorJni

. SOPP-POS

Adalah layanan cepat, mudah dan praktis untuk mkkk pembayaran tegihan

rekening atau billing anda secara online di kapts.

. TELKOM

Adalah penerimaan pembayaran tagihan rekeningaelep
BAKRIE TELECOM (ESIA)

Adalah penerimaan pembayaran tagihan rekeningaelep

. RATRON SIMPATI

Adalah layanan surat dan pemberitaan singkat heréggpan/ pesan simpati

. SURATPOS BIASA

Adalah pengiriman pesan dan barang secara imptegiik semua lapisan
masyarakat
Karakteristik
1) Dimensi Berat: maksimum 2 kg
2) Dimensi Ukuran:
a) Bentuk Persegi : panjang, lebar dan tebal dijundah®0 mm. Ukuran
terbesar tidak lebih dari 600 mm.
b) Bentuk Gulungan : panjang ditambah 2x garis tengath0.40 mm.
Ukuran terbesar tidak lebih dari 900 mm.
3) Jaringan adalah lokal, regional dan nasional tagbat
4) Cara pelunasan. Untuk saat ini hanya dengan pevaigka-cara lain belum
ditetapkan
Keunggulan
Kemudahan akses dan jangkauan pelayanan/ dapatsdign dimana saja (bis

surat, dsb)
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SURATPOS TERCATAT
Adalah sarana pengiriman dokumen dan barang demgaan dan dalam
jangkauan terluas.
Karakteristik
1) Dimensi Berat : maksimum 2 kg
2) Dimensi Ukuran :
a) Bentuk Persegi : panjang, lebar, dan tebal dijukda®00 mm. Ukuran
terbesar tidak lebih dari 600 mm.
b) Bentuk Gulungan : Panjang ditambah 2x garis tengah.040 mm.
Ukuran terbesar tidak lebih dari 900 mm.
3) Jaringan adalah lokal,regional dan nasional tesbata
4) Cara pelunasan untuk saat ini hanya perangko,czaiealain belumditetapkan.
Keunggulan
Keamanan lebih terjamin karena jangkauan pelaygaag luas
SURATPOS KILAT
Adalah sarana pengiriman pesan dan barang secprasimdan cepat yang dapat
diposkan kapan saja dan dimana saja
Karakteristik
1) Dimensi Berat : maksimum 2 kg
2) Dimensi ukuran :
a) Bentuk Persegi : panjang, lebar dan tebal dijukdah®00 mm. Ukuran
terbesar tidak lebih dari 600
b) Bentuk gulungan : panjang ditambah 2x garis tergat040 mm. Ukuran
terbesar tidak tidak lebih dari 900 mm
3) Jaringan adalah lokal, regional dan nasional tagbat
4) Cara pelunasan , untuk saat ini hanya dengan pgeryangra-cara lain belum

ditetapkan
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Keunggulan
Kecepatan kiriman setara dengan layanan priorisd§H], kemudahan akses
pelayanan/ dapat diposkan dimana saja (bis swiay, d
. SURATPOS KILAT KHUSUS (SKH)
Adalah sarana pengiriman dokumen dan barang ddmegatig cepat dengan
jaringan terluas
Karakteristik
1) Dimensi Berat : maksimum 5 kg
2) Dimensi ukuran :
a) Bentuk Persegi : panjang, lebar dan tebal dijundah®0 mm. Ukuran
terbesar tidak lebih dari 600 mm.
b) Bentuk Gulungan : panjang ditambah 2x garis tengati.040 mm.
Ukuran terbesar tidak lebih dari 900 mm.
3) Jaringan adalah lokal, regional dan nasional tagbat
4) Cara pelunasan dengan uang tunai
Keunggulan
1) Kecepatan kiriman setara dengan layanan prioritas
2) Kemudahan akses (jaringan sangat luas)
3) Tersedia fasilitas asuransi
4) Jaminan ketepatan penyampaian kiriman (track &etrdengan barkode
system)
EXPRESS POST
Adalah layanan pengiriman dokumen dana barang eksgengan jangkauan
lebih dari 200 negara dengan fasilitas track &drac
Kararkteristik
1) Dimensi Berat: Tidak Terbatas
2) Jaringan adalah internasional (lebih dari 228 datbtns)

3) Cara pelunasan: Dengan uang tunai.
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Keunggulan

1) Tarif zona yang sederhana dan kompetetif

2) Dokumentasi sederhana

3) Tidak ada batasan berat

4) Tersedia fasilitas jejak — lacak kiriman (track Bade) yang dapat diakses
melalui internet selama 24 jam

5) Jaringan internasional yang luas (lebih dari 228atw di luar negeri)

6) Tersedia laynan kiriman satu malam (overnight seivi



BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Kegiatan yang dilakukan

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang diteraglkeh pihak Fakultas
merupakan salah satu syarat kelulusan dalam dal@myelesaikan pendidikan
Diploma Ill Perpajakan Fakultas llmu Sosial danulfolitik Universitas Jember
untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A..Md). Dalamlgksanaan Praktek Kerja
Nyata ini penulis memilih PT. Pos Indonesia (Pesdibk. Kantor Cabang Jember
sebagai obyek pelaksanaannya.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukaengan cara terjun
langsung pada kantor dan seolah-seolah bertindegaekaryawan didalam kegiatan
organisasi kantor serta ikut aktif didalamnya. Dalkegiatan Praktek Kerja Nyata
penulis beserta seorang rekan bukan hanya ditearpatkda satu bidang saja, tetapi
berpindah-pindah 2 (dua) minggu sekali. Hal initljeian agar setiap peserta PKN
dapat menguasai tidak hanya 1 (satu) bidang s#ggitbéeberapa bidang yang
diperkenankan menjadi obyek Praktek Kerja Nyata.

Terdapat beberapa tahap sebelum Praktek Kerja Mifaksanakan, yaitu:

a. Pembekalan
Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, mahasidiweri bekal dan
pengarahan mengenai prosedur serta bagaimana seyarbertingkah laku
dengan baik pada saat kegiatan Praktek Kerja Niyaberlangsung.

b. Penentuan tempat Praktek Kerja Nyata (PKN)
Mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan daak pfakultas diberi
kesempatan untuk menentukan sendiri tempat PKN rndakianjuti
kebijaksanaan dari Fakultas bahwa sejak angkatéd8 Ifiahasiswa diberi
kebebasan untuk memilih obyek PKN pada BUMN, BUMIan BUMS yang
sebelumnya hanya dikhususkan pada Kantor Pelaydgak saja. Dan
selanjutnya melakukan survei kelembaga atau pesasabbyek PKN. Dari hasil

survei, PT. Pos Indonesia (Persero) Tbk. Kantora@Gghlember yang menurut
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penulis sangat tepat dijadikan obyek magang sedelagan porsi waktuyang

direncanakan oleh penulis (Pemagang)
c. Observasi

Setelah tempat diitentukan , mahasiswa melakukaergasi langsung ketempat

Praktek Kerja Nyata sekaligus membawa proposal. $#delah ada persetujuan

dari PT. Pos Indonesia (Persero) Thk. Kantor Cakismber, PKN baru dapat

dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah dikentu

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan diP®$ Indonesia (Persero)

Tbk. Kantor Cabang Jember selama 30 hari terhitnafgi tanggal 23 Januari 2006
s/d 23 Februari 2006. Mengenai waktu pelaksanaaktéd Kerja Nyata penulis
bersama seorang rekan mendapatkan dispensasisghagarnya sesuai dengan jam
kerja yaitu pukul 07.30-16.30 WIB dengan wakturadtat mulai pukul 12.00-13.00
WIB dan untuk pemagang dimulai pukul 07.30-12.0BWeEngan 6 hari kerja yaitu
mulai hari senin s/d sabtu. Cara yang digunakaandahengumpulkan data adalah
melakukaan wawancara yaitu menjalin komunikasi reel@mgsung dengan pegawai
yang bertugas menangani bidang perpajakan khusysmgaberkaitan dengan judul

laporan.
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Adapun jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata selamarfiggu adalah sbb:

Tabel 4.1. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

WAKTU KEGIATAN
Minggu | 1. Penyerahan surat ijin dari Universitas
2. Perkenalan dengan pinpinan dan karyawan
3. Pengarahan dari bagian SDM dan penyerahan [pada
bagian pensiun
Minggu I 1. Penjelasan dari salah satu karyawan bapian
pensiunan tentang gambaran umum pensiun
2. Membantu mengurutkan berkas-berkas pensiun
yang sudah di ambil oleh penerimanya
3. Mengumpulkan setruk yang sudah ditandatangani
oleh penerima pensiun sebagai bukti telah
menerima dana pensiun untuk kemudian
dikirimkan ke Surabaya
Minggu I 1. Penulis dipindahkan ke bagian penyortiran untuk
surat kilat khusus
2. Membantu karyawan memisah surat sesuai dengan
tujuan surat untuk kemudian diantarkan ke kantor
pos daerah
Minggu IV 1. Mencari data dan arsip yang dibutuhkan tentang
pajak penghasilan pasal 21 atas pensiun
2. Meminta data tentang struktur organisasi PT. |Pos
Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember
3. Pelepasan mahasiswa PKN dan ucapan terima kasih
kepada pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor

Cabang Jember didampingi oleh ibu Sri Wahyuni

selaku supervisor.
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4.2 Kegiatan yang Dilakukan Pada Saat Praktek Kerja Nyata

Pemungutan pajak penghasilan khususnya pasal 2lbeneaampak yang
sangat bagus bagi perekonomian dan pembangunaenakanampir separuh
pembiayaan pengeluaran negara itu diambilkan é&tos pajak. Diharapkan dengan
adanya undang-undang yang mengatur tentang peapajakaka wajib pajak sadar
dan mau membayar pajak dengan prosedur yang banarathg paling penting tepat
waktu. Dikarenakan masyarakat kita banyak yang @@hgannya terbartas tentang
pajak, seharusnya ada usaha dari pemerintah unémgantisipasi hal itu dengan
lebih sering mensosialisasikan masalah perpajakan.

Pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari berbagatamapajak dan salah
satunya adalah pajak penghasilan atas pensiun.naipajak ini dikenakan kepada
orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalatuk pekerjaan yang
dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi ahili warisan yang menerima
tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.

Agar penerimaan perpajakan dapat meningkat dawmnt&ktahun,maka perlu
diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang méngada sistem sederhana,
adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkamap serta masyarakat dan
pembiayaan pemerintah.

Berikut data nama-nama penerima pensiun di PT. IRdenesia (Persero)
Tbk. Kantor Cabang Jember

Tabel 4.2 Daftar nama penerima pensiun di PT. Rdenesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Jember bulan Desember 2005:

No Nama Pendapatan Bruto Pph Pasal 2]
Terutang
1 Ny. Sri Asih Rp. xxx Rp. xxx
Janda Satuwi
2 Ny. Tuminah Rp. xxx Rp. xxx
Janda Siyamin
3 Ny. Nanik Rp. xxx Rp. xxx
Janda Suharsani
4 Ny. Waginah Rp. Xxx Rp. xxx
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Janda Eri Moestari

Janda Rifai
5 Ny. yusmiati Rp. xxx Rp. xxx
Janda Wasim
6 Ny. Soejati Rp. xxx Rp. xxx
Janda Sainal
7 Ny. Supijani Rp. xxx Rp. xxx
Janda Achmad Djon
8 Ny. Siti Soefatma Rp. xxx Rp. xxx
Janda Robin
9 Ny. Tukija Soegijono Rp. xxx Rp. xxx
Janda Soekarno
10 Ny. Sri Hartatik Rp. xxx Rp. xxx
Janda Jakfar Sodiq
11 Ny. Soelastri Rp. xxx Rp. xxx
Janda Imam
Soekarno
12 Ny. Waginah Rp. xxx Rp. xxx
Janda Prayogo
13 Ny. Tri Widayati Rp. xxx Rp. xxx
Janda Heru.S.
14  Ny. Maria Magdalen Rp. xxx Rp. xxx
Janda Marsuadi
15 Ny. Soebaikah Rp. xxx Rp. xxx
Janda Iskandar
16 Ny. Durijah Rp. Xxx Rp. xxx
Janda Soewadi
17  Ny. Kuning Widayati Rp. xxx Rp. xxx
Janda Sukarso
18 Ny. Hasochah Rp. Xxx Rp. xxx
Janda Djumadi
19 Ny. Tutwuti.H. Rp. xxx Rp. xxx
Janda Sumariyono
20 Ny. Marginah Rp. xxx Rp. xxx
Janda Moh. Kiap
21 Ny. Sawinah Rp. xxx Rp. xxx

Sumber : PT. Pos Indonesia (Persero) Jember, Des&005
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4.2.1 Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, PenyetoraRedaporan PPh Pasal 21
a. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Besarnya penghasilan neto penerima pensiun ditentuberdasarkan
penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikudemggan biaya pensiun, yaitu
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharg pansiun sebesar 5% (lima
persen) dari penghasilan bruto berupa uang pemgnogan jumlah maksimum yang
diperkenankan sejumlah Rp. 432.000,00 (empat ragaspuluh dua ribu rupiah)
setahun atau Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ripiahy sebulan berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-545/ ZJD0 untuk lebih jelasnya,
berikut adalah metode penghitungannya:

Metode Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pensiun yang
Dibayarkan Secara Berkala (bulanan) .
Contoh Kasus :

Haris berstatus kawin dengan 2 orang anak, adatgawei di PT. Pos
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember. Radgal 1 Juli 2005 berhenti
bekerja karena pensiun, jabatan terakhirnya ad@itapinan Kantor Pos. Penghasilan
Haris dari PT. Pos berupa gaji setiap bulan ad&ah6.000.000,00. Dia juga
membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun Purna Kgagg pendiriannya telah
disahkan Menteri Keuangan setiap bulan Rp 3000000,

Penghitungan kembali penghasilan tahunan dan PB&l @4 yang terutang
oleh PT. Pos pada saat Haris berhenti bekerja ydihgangkan dalam bukti

pemotongan untuk masa Januari s/d Juni 2005 adalagai berikut:

Penghitungannya:

Penghasilan setahun Rp 72.000.000,00
Pengurangan :

Biaya jabatan 5% x Rp 72.000.000,00 Rp 3.6)d@D
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Maksimum diperkenankan Rp 1.296.000,00
luran pensiun 12 x Rp 300.000,00 Rp 3.600.@00,0
Penghasilan Kena Pajak Rp 67.104.000,00
PTKP
-WP sendiri = Rp 12.000.000,00
-Tambahan WP menikah =Rp 1.200.000,00
-Tambahan 2 anak =Rp 2.400.000,00

Rp 15.600.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 51.504.000,00
PPh Pasal 21
5% x Rp 25.000.000,00 =Rp 1.250.000,00
10% x Rp 26.504.000,00 =Rp 2.650.400,00
PPh terutang setahun =Rp 3.900.400,00

PPh bulan Jan s/d Jun 2005 = Rp 3.900.400,00: 2=Rp 1.950.200,00

Gaji (Jan s/d Jun 2005) Rp 36.000.000,00
Pengurangan:

Biaya Jabatan

5 % x Rp 36.000.000,00 = Rp 1.800.000,00
Max. Diperkenankan
6 x Rp 108.000,00 =Rp 648.000,00
luran Pensiun (6 x Rp 300.000,00) = Rp 1.800.000,00
Rp 2.448.000,00
Penghasilan Netto Rp 33.552.000,00
PTKP setahun
- WP sendiri = Rp 12.000.000,00
- Tambahan Wp kawin =Rp 1.200.000,00
- Tambahan 2 orang =Rp 2.400.000,00
Rp 15.600.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 17.952.000,00

PPh pasal 21 terutang setahun
5% x Rp 17.952.000,00 =Rp 897.600,00
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PPh yang telah dipotong (6 bulan) =Rp 1.950.200,00
PPh pasal 21 lebih potong =Rp 1.052.600,00

* Dihitung berdasarkan penghasilan selama setahng glikenakan PPh

pasal 17, kemudian dihitung PPh 6 bulan (Jan-Jun).

Pada bulan Juli 2005, Haris mulai menerima pengamy dibayarkan secara
bulanan sebesar Rp 4.000.000,00 dari Dana Pensioa Rarya.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun butarsebut oleh Dana
Pensiun Purna Karya.

Pensiun Sebulan Rp 4.000.000,00
Pengurangan:

Biaya Pensiun

5% X Rp 4.000.000,00 Rp 200.000,00
Maksimum Diperkenankan: Rp  36.000,00
Penghasilan neto sebulan Rp 3.764.000,00
Penghasilan neto (Juli s/d Des 2005)
6 X Rp 3.764.000,00 Rpb32.000,00
Pemotongan PPh pasl 21 Rp 26.348.000,0
Jumlah Penghasilan neto tahun 2006 &332.000,00
PTKP
Untuk WP Sendiri Rp 12.000.000,00
Tambahan Menikah Rp 1.200.000,00
Tambahan 2 anak Rp 2.400.000,00

Rp 15.600.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 33.3320000,
PPh Pasal 21 terutang setahun
5% x Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00
10% x Rp 8.332.000,00 Rp  833.200,00 Rp 2.083.200,00

PPh ps 21 yang terutang sesuai
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Dengan bukti pemotongan Rp 1.950M0

PPh ps 21 Dana Pensiun Purna

Karya selama 6 bln adalah Rp 233,00
Pensiun yang harus dipotong

Dari pensiun bulanan adalah Rp 133.200,00: 6 = Rp 22.200,00

Untuk Penghitungan Kembali penghasilan tahunarRimpasal 21 yang terutang
oleh PT. Pos untuk Masa Januari s/d Juni 2006 ladala

Penghitungannya:

Penghasilan setahun Rp 72.000.000,00
Pengurangan :
Biaya jabatan 5% x Rp 72.000.000,00 Rp 3.6@)d@mD
Maksimum diperkenankan Rp 1.296.000,00
luran pensiun 12 x Rp 300.000,00 Rp 3.600.@D0,0
Penghasilan Kena Pajak Rp 67.104.000,00
PTKP
-WP sendiri = Rp 13.200.000,00
-Tambahan WP menikah =Rp 1.200.000,00
-Tambahan 2 anak =Rp 2.400.000,00

Rp 16.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 50.304.000,00
PPh Pasal 21
5% x Rp 25.000.000,00 =Rp 1.250.000,00
10% x Rp 25.304.000,00 = Rp 2.530.400,00
PPh terutang setahun =Rp 3.780.400,00

PPh bulan Jan s/d Jun 2006 = Rp 3.780.400,00: 2 =Rp 1.890.200,00

Gaji (Jan s/d Jun 2006) Rp 36.000.000,00
Pengurangan:

Biaya Jabatan

5 % x Rp 36.000.000,00 = Rp 1.800.000,00
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Max. Diperkenankan

6 x Rp 108.000,00 =Rp 648.000,00
luran Pensiun (6 x Rp 300.000,00) = Rp 1.800.000,00
Rp 2.448.000,00
Penghasilan Netto Rp 33.552.000,00
PTKP setahun
- WP sendiri = Rp 13.200.000,00
- Tambahan Wp kawin =Rp 1.200.000,00
- Tambahan 2 orang =Rp 2.400.000,00

Rp 16.800.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 16.752.000,00
PPh pasal 21 terutang setahun

5% x Rp 16.752.000,00 =Rp 837.600,00

PPh yang telah dipotong (6 bulan) =Rp 1.890.200,00

PPh pasal 21 lebih potong =Rp 1.052.600,00

* Dihitung berdasarkan penghasilan selama setahng glikenakan PPh
pasal 17, kemudian dihitung PPh 6 bulan (Jan-Jun).

Pada bulan Juli 2005, Haris mulai menerima pengamy dibayarkan secara
bulanan sebesar Rp 4.000.000,00 dari Dana Pensioa Rarya.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun butarsebut oleh Dana
Pensiun Purna Karya.

Pensiun Sebulan Rp 4.000.000,00
Pengurangan:

Biaya Pensiun

5% x Rp 4.000.000,00 Rp 200.000,00
Maksimum Diperkenankan: Rp  36.000,00
Penghasilan neto sebulan Rp 3.764.000,00
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Penghasilan neto (Juli s/d Des 2006)

6 X Rp 3.764.000,00 Rpb32.000,00
Pemotongan PPh pasl 21 Rp 26.348.000,0
Jumlah Penghasilan neto tahun 2006 &=p32.000,00
PTKP
Untuk WP Sendiri Rp 13.200.000,00
Tambahan Menikah Rp 1.200.000,00
Tambahan 2 anak Rp 2.400.000,00

Rp 16.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp 32.1320000,
PPh Pasal 21 terutang setahun
5% x Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00
10% x Rp 8.332.000,00 Rp  713.200,00 Rp 1.963.200,00
PPh pasal 21 yang terutang sesuai
Dengan bukti pemotongan Rp 1.8902m0

PPh pasal 21 Dana Pensiun Purna

Karya selama 6 bln adalah Rp (300
Pensiun yang harus dipotong

Dari pensiun bulanan adalah Rp 73.000,00: 6= Rp 12.166.067,00

b. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pemsuakukan pada saat
pembayaran oleh bagian personalia, dimana pembayaradilakukan setiap awal
bulan yaitu mulai tanggal 5 (lima) sampai dengarg¢gl 10 (sepuluh) dan diambil
langsung di Kantor Pos. Atas pemungutan terseliaridan bukti pemungutan atau
pemotongan kepada penerima hasil atau Wajib P&akti tersebut diperlukan
dalam mempertanggungjawabkan segala kewajiban Pajagghasilannya dan dengan
bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa pelunasamkPB&enghasilannya telah

dilunasi.
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c. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21
Setelah dilakukan pemungutan atau pemotongan, pajad diperoleh harus
disetorkan pada kas negara. Dalam hal ini PT. Rdsnkesia (Persero) Tbhk. Kantor
Cabang Jember membayar/ menyetor pajak penghaglatirBank Persepsi dalam
hal ini adalah Bank Indonesia. Penyetoran tersdiaitukan selambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari setelah terutangnya pajak, dengamyen@kan Surat Setoran Pajak
(SSP). Surat Setoran Pajak (SSP) dibagi menjadiyaiita:
1) SSP Standar adalah surat yang oleh Wajib Pajakndigun atau berfungsi
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajaky yerutang ke
Kantor Penerima Pembayaran dan digunakan sebakfaplembayaran.

2) SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyepajak terutang ke
Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Karmenerima
Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksitaanalat lainnya
yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalanutiisan Dirjen Pajak
dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Staalden @dministrasi
perpajakan.

Surat Setoran Pajak (SSP) terdiri dari 5 (lima)damyaitu:

1) Lembar 1 untuk arsip Wajib Pajak

2) Lembar 2 untuk KPP melalui KPKN

3) Lembar 3 untuk dilaporkan Wajib Pajak ke KPP

4) Lembar 4 untuk Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro

5) Lembar 5 untuk Wajib Pajak/ pihak lain

Tempat Pembayaran SSP :

1) Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderaggaran

2) Kantor Pos

3) Bank-bank BUMN atau BUMD

4) Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteu#&hgan

Batas waktu penyampaian atau penyetoran SSP urRbkFRsal 21 yaitu
tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah MasaalPdjerakhir. Jika tanggal
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pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libakampembayaran atau penyetoran
harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedanghila terlambat melakukan
penyetoran, dapat dikenakan sanksi administrasplagounga 2% per bulan dihitung
dari jumlah yang kurang bayar atau tidak disetor.
d. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
Pelaporan SPT masa terdiri dari rangkap dua, dirfeanbar 1 untuk PT. Pos

Indonesia (Persero) TbhkKantor Cabang Jember dabdeke 2 diambil oleh pihak
KPP. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan far@utat Pemberitahuan (SPT)
dimana surat pemberitahuan ini ada dua:

1) SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu pagek.

2) SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk s$altun pajak atau

bagian tahun pajak.

Pengisian SPT:

1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surahb@itahuan dengan
benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.

2) Dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, Surat Pembedta harus
ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

3) Surat Pemberitahuan diisi dan ditandatangani olamgplain bukan Wajib
Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

4) Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pealaghaleh Wajib Pajak
yang melakukan pembukuan harus dilengkapi dengporda keuangan
berupa neraca dan laporan laba rugi serta ketemgdegarangan lain yang
diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilaraajak.

Penyampaian SPT:

1) Menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanak Pa

2) Melalui Kantor Pos

3) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kang yitunjuk oleh Direktur

Jenderal Pajak
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Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT :

1) Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakamd@euntuk SPT-
Masa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rugi@npulan dan untuk SPT-
Tahunan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupébylan.

2) Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tisiaga tidak benar
atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangarg yamya tidak benar
karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menkabukerugian pada
pendapatan negara, dengan pidana kurungan palimgy la(satu) tahun dan
atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar

3) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaBT dan atau
keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lapgklengan sengaja
sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan ajedgnidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan dpalifag tinggi 4 (empat)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kuraiagar

4.2.2Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga dalam Pela&sdPerpajakan

Sektor pajak merupakan salah satu pendapatan jigegléh negara dan
sangat berperan sekali dalam mewujudkan kesejaimtes@luruh rakyat. Pajak tidak
saja dikenakan pada orang pribadi tapi juga dikemgkada kegiatan yang objek
pajaknya ada pada setiap perusuhaan, begitu jumgmadd®T. Pos Indonesia (Persero)
Tbk. Kantor Cabang Jember dalam setiap kegiatag wéjek pajaknya dikenakan
pajak. Sebagai Wajib Pajak Badan yang taat pajaktokaPos dalam dalam
melaksanakan kewajiban pembayaran atau penyet@jak Penghasilan Pasal 21
atas Pensiunan telah sesuai dengan Undang-undangrN@ Tahun 2000.

Penulis menilai dari uraian diatas bahwa prosedumlbayaran pajak yang
dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Tbk.téta@Gabang Jember sudah baik,
karena dalam melaksanakan penyetoran dan pelapoagaknya pada Kantor
Pelayanan Pajak sesuai dengan prosedur standagt dygatapkan oleh ketentuan

yang berlaku, daya dukung administrasi dan peralpéamg memungkinkan, dimana
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sumber daya manusianya telah berpengalaman darlatparadengan sistem
komputer, sehingga memudahkan pemotongan danaupesiyawan.

Kewajiban perpajakan tersebut merupakan peran $ftaPos Indonesia
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember dalam menikgkgienerimaan negara yang

berasal dari sektor pajak guna mewujudkan Pembamghasional demi kepentingan
bersama.



BAB 5. PENUTUP

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memkemni Rahmat dan
Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikporda hasil Praktek Kerja
Nyata yang berjudul “ MEKANISME PEMOTONGAN, DAN PBIPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENSIUNAN PT. POSNDONESIA
(PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG JEMBER” dengan baik.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihag iglah memberikan
bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam penyuskapanan ini khususnya pada
PT. Pos Indonesia (Persero) Tbhk. Kantor Cabang degyang telah memberikan ijin
dan tempat untuk melaksanakan kegiatan PraktekaKdypta dan telah memberi
tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan perpayakean terjadi khususnya
tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pensiunan

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan mauypemyusunan laporan
Praktek Kerja Nyata ini jauh dari kesempurnaan.udntu penulis sangat berterima
kasih dengan adanya kritik dan saran yang bensiGahbangun demi kesempurnaan
laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikanfazd bagi penulis dan semua

pihak yang membutuhkan.
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